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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat
dan karunia-Nya, sehingga buku ini dapat hadir di hadapan para
pembaca sekalian. Buku ini disusun sebagai upaya untuk
memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam
mengenai fenomena Kejahatan Korporasi, sebuah isu krusial yang
semakin relevan dalam lanskap hukum dan ekonomi global saat
ini.

Dalam era globalisasi dan perkembangan industri yang
pesat, korporasi memegang peranan sentral dalam
pembangunan ekonomi. Namun, seiring dengan kekuasaan dan
pengaruh yang dimiliki, potensi penyimpangan dan pelanggaran
hukum juga turut meningkat. Kejahatan korporasi, yang
mencakup berbagai bentuk seperti penipuan, korupsi, kejahatan
lingkungan, dan pelanggaran pasar modal, tidak hanya
merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga dapat

mengguncang stabilitas perekonomian dan kepercayaan publik.

Buku ini dirancang untuk mengupas tuntas berbagai
aspek kejahatan korporasi, dimulai dari konsep dasar dan definisi,
menelusuri berbagai bentuk dan jenis kejahatan yang sering
terjadi, hingga menganalisis kerangka hukum
pertanggungjawaban pidana korporasi, baik di tingkat nasional

maupun internasional. Pembahasan juga mencakup tantangan
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dalam penegakan hukum serta peran penting berbagai lembaga

dalam menangani kompleksitas kejahatan ini.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang
berharga bagi akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, aparat
penegak hukum, serta masyarakat umum yang memiliki
ketertarikan terhadap isu kejahatan korporasi dan penegakan
hukum di Indonesia. Kritik dan saran yang membangun
senantiasa kami nantikan demi penyempurnaan buku ini di masa

mendatang.
Makassar, Juni 2025

Penulis
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PENGANTAR DAN KONSEP DASAR

A. Pendahuluan

Kejahatan korporasi merupakan fenomena yang semakin
mendapat perhatian dalam kajian hukum dan kriminologi
modern, terutama mengingat dampaknya yang luas terhadap
masyarakat, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Dalam
konteks globalisasi dan perkembangan pesat dunia bisnis,
korporasi tidak hanya berperan sebagai entitas ekonomi, tetapi
juga sebagai aktor sosial yang memiliki pengaruh besar dalam
berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, pemahaman
mendalam mengenai kejahatan korporasi menjadi sangat
penting, tidak hanya bagi para akademisi dan praktisi hukum,
tetapi juga bagi pembuat kebijakan, pelaku bisnis, dan
masyarakat luas. Bagian pendahuluan ini akan menguraikan
secara komprehensif latar belakang munculnya kajian kejahatan
korporasi, tujuan penulisan dokumen ini, serta gambaran umum
isi yang akan dibahas, dengan harapan dapat memberikan
landasan yang kuat bagi pembaca dalam memahami
kompleksitas dan urgensi topik ini.

Sejarah  kajian kejahatan korporasi berakar pada
perkembangan industri dan kapitalisme modern yang mulai
berkembang pesat sejak abad ke-19. Pada masa itu, korporasi

mulai tumbuh sebagai entitas hukum yang terpisah dari individu
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pemiliknya, sehingga memungkinkan terjadinya tindakan yang
tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada
masyarakat luas. Kejahatan korporasi sendiri dapat dipahami
sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh atau
atas nama korporasi, yang bertujuan untuk memperoleh
keuntungan dengan mengabaikan norma hukum dan etika.
Fenomena ini menjadi semakin kompleks seiring dengan
berkembangnya struktur organisasi korporasi yang semakin
besar dan tersebar secara global, sehingga menimbulkan
tantangan baru dalam penegakan hukum dan pengawasan.
Kajian awal mengenai kejahatan korporasi banyak berfokus pada
aspek hukum pidana, namun seiring waktu, pendekatan
multidisipliner mulai diterapkan untuk memahami dimensi sosial,
ekonomi, dan politik dari kejahatan ini(Green & Ward, 2019).

Dalam konteks Indonesia, kejahatan korporasi menjadi isu
yang sangat relevan mengingat peran strategis korporasi dalam
perekonomian nasional. Kasus-kasus korupsi, pencemaran
lingkungan, pelanggaran hak tenaga kerja, dan manipulasi pasar
yang melibatkan korporasi telah menunjukkan betapa besar
dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh praktik-praktik
bisnis yang tidak etis dan melanggar hukum. Oleh karena itu,
pemahaman yang komprehensif mengenai konsep kejahatan
korporasi sangat diperlukan untuk mendukung upaya penegakan
hukum yang efektif dan perlindungan terhadap kepentingan
publik. Dokumen ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan
tersebut, dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas dan
mendalam mengenai berbagai aspek kejahatan korporasi, mulai
dari definisi, ruang lingkup, hingga signifikansi kajian ini dalam
konteks hukum dan sosial.

Tujuan utama penulisan dokumen ini adalah untuk

menyediakan sumber referensi akademik yang komprehensif dan
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terstruktur mengenai kejahatan korporasi. Dokumen ini
dirancang untuk membantu pembaca memahami konsep dasar,
karakteristik, serta tantangan yang dihadapi dalam penanganan
kejahatan korporasi. Selain itu, dokumen ini juga bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengawasan dan
regulasi yang ketat terhadap aktivitas korporasi guna mencegah
terjadinya pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat luas.
Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis pada literatur
ilmiah terkini, dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi
akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat
umum yang ingin mendalami isu kejahatan korporasi secara
menyeluruh.

Secara garis besar, dokumen ini akan dibagi menjadi
beberapa bagian utama yang saling berkaitan. Bagian pertama
akan membahas latar belakang dan tujuan penulisan,
memberikan konteks historis dan sosial yang melatarbelakangi
pentingnya kajian kejahatan korporasi. Bagian kedua akan
menguraikan definisi kejahatan korporasi secara rinci, mencakup
berbagai perspektif dari literatur hukum dan kriminologi, serta
karakteristik utama yang membedakan kejahatan korporasi dari
kejahatan individu. Selanjutnya, bagian ketiga akan membahas
ruang lingkup kejahatan korporasi, termasuk jenis-jenis kejahatan
yang umum terjadi dan dampaknya terhadap masyarakat,
ekonomi, dan lingkungan. Bagian keempat akan menyoroti
signifikansi kajian ini dalam konteks penegakan hukum dan
kebijakan publik, serta tantangan yang dihadapi dalam mengatasi
kejahatan korporasi. Terakhir, dokumen ini akan ditutup dengan
kesimpulan yang merangkum poin-poin utama dan memberikan
rekomendasi untuk penelitian dan kebijakan selanjutnya.

Pentingnya memahami kejahatan korporasi tidak hanya

terletak pada aspek hukum semata, tetapi juga pada implikasi
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sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya. Kejahatan korporasi
sering kali menyebabkan kerugian besar yang tidak hanya
dirasakan oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi juga oleh
masyarakat luas dan negara. Misalnya, pencemaran lingkungan
yang dilakukan oleh korporasi dapat mengancam kesehatan
masyarakat dan keberlanjutan ekosistem, sementara praktik
korupsi dan manipulasi pasar dapat merusak kepercayaan publik
terhadap institusi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh
karena itu, kajian kejahatan korporasi harus dilihat sebagai bagian
integral dari upaya membangun tata kelola yang baik (good
governance) dan keadilan sosial. Pendekatan yang holistik dan
interdisipliner sangat diperlukan untuk memahami dan mengatasi
fenomena ini secara efektif(Braithwaite, 2018).

Selain itu, perkembangan teknologi dan digitalisasi juga
membawa tantangan baru dalam konteks kejahatan korporasi.
Korporasi modern kini beroperasi dalam lingkungan yang sangat
kompleks dan terhubung secara global, yang memungkinkan
terjadinya praktik-praktik ilegal yang lebih sulit dideteksi dan
diatur. Misalnya, penggunaan teknologi informasi untuk
manipulasi data keuangan, pencucian uang, atau pelanggaran
privasi menjadi isu yang semakin mendesak untuk ditangani.
Oleh karena itu, kajian kejahatan korporasi harus terus
berkembang mengikuti dinamika zaman, dengan
mengintegrasikan pendekatan teknologi dan regulasi yang
adaptif. Hal ini menegaskan bahwa pemahaman mendalam dan
komprehensif mengenai kejahatan korporasi adalah kebutuhan
yang tidak dapat ditunda lagi dalam era modern ini.

Dalam rangka memberikan gambaran yang lebih jelas,
penting untuk memahami bahwa kejahatan korporasi tidak selalu
berupa tindakan kriminal yang eksplisit dan mudah dikenali.

Banyak praktik kejahatan korporasi yang bersifat sistemik dan
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tersembunyi di balik aktivitas bisnis yang tampak legal. Misalnya,
penghindaran pajak secara agresif, pelanggaran hak asasi
manusia dalam rantai pasok, atau pengabaian standar
keselamatan kerja dapat menjadi bentuk kejahatan korporasi
yang berdampak luas namun sulit diidentifikasi secara langsung.
Oleh karena itu, dokumen ini juga akan membahas berbagai
metode dan pendekatan yang digunakan dalam mengidentifikasi
dan mengkaji kejahatan korporasi, termasuk peran audit,
investigasi, dan pengawasan oleh lembaga independen.
Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa kejahatan
korporasi dapat ditangani secara efektif dan akuntabel.

Secara keseluruhan, pendahuluan ini bertujuan untuk
membuka wawasan pembaca mengenai kompleksitas dan
urgensi kajian kejahatan korporasi. Dengan memahami latar
belakang historis, konteks sosialekonomi, serta tantangan
kontemporer yang dihadapi, pembaca diharapkan dapat
memiliki landasan yang kuat untuk menyelami bagianbagian
selanjutnya dari dokumen ini. Pemahaman yang mendalam dan
komprehensif mengenai kejahatan korporasi tidak hanya akan
memperkaya pengetahuan akademik, tetapi juga memberikan
kontribusi nyata dalam upaya penegakan hukum, perlindungan
masyarakat, dan pembangunan tata kelola korporasi yang
beretika dan bertanggung jawab. Dengan demikian, dokumen ini
hadir sebagai kontribusi penting dalam literatur hukum dan
kriminologi, sekaligus sebagai alat praktis bagi berbagai pihak
yang berkepentingan dalam menangani isu kejahatan korporasi

di Indonesia dan dunia.

B. Latar Belakang dan Tujuan Buku
Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang

pesat, korporasi telah menjadi aktor utama dalam berbagai aspek
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kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Peran korporasi yang
semakin dominan ini membawa dampak signifikan, baik positif
maupun negatif, terhadap masyarakat luas. Di satu sisi, korporasi
berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan
kerja, dan inovasi teknologi. Namun, di sisi lain, korporasi juga
dapat menjadi sumber masalah serius, terutama ketika aktivitas
bisnisnya melanggar hukum dan norma etika yang berlaku.
Fenomena kejahatan korporasi muncul sebagai salah satu
tantangan utama dalam tata kelola bisnis modern, yang tidak
hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga
mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan lingkungan secara
lebih luas.

Kejahatan korporasi merupakan tindakan ilegal yang
dilakukan oleh atau atas nama korporasi dengan tujuan
memperoleh keuntungan yang tidak sah, sering kali dengan
mengorbankan kepentingan publik dan norma hukum. Bentuk
kejahatan ini sangat beragam, mulai dari korupsi, penipuan,
pelanggaran lingkungan, eksploitasi tenaga kerja, hingga
manipulasi pasar dan penghindaran pajak secara sistematis.
Kompleksitas struktur organisasi korporasi dan jaringan bisnis
yang lintas negara membuat kejahatan korporasi sulit dideteksi
dan ditindak secara efektif. Oleh karena itu, kajian mendalam
mengenai latar belakang, karakteristik, dan dampak kejahatan
korporasi menjadi sangat penting untuk mendukung upaya
penegakan hukum dan reformasi kebijakan yang efektif.

Di Indonesia, kejahatan korporasi menjadi isu yang sangat
relevan mengingat peran strategis korporasi dalam
perekonomian nasional. Kasus-kasus besar yang melibatkan
korporasi, seperti skandal korupsi, pencemaran lingkungan, dan
pelanggaran hak asasi manusia, telah menunjukkan betapa

seriusnya dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh praktik
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bisnis yang tidak etis dan melanggar hukum. Kondisi sosial dan
ekonomi yang dinamis, ditambah dengan tantangan dalam
sistem hukum dan pengawasan, menjadikan penanganan
kejahatan  korporasi sebagai agenda penting dalam
pembangunan nasional. Selain itu, perkembangan teknologi dan
digitalisasi yang pesat juga membuka peluang baru bagi praktik
kejahatan korporasi yang semakin kompleks dan sulit diatasi
dengan pendekatan konvensional.

Tujuan utama penulisan  buku ini adalah untuk
memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam
mengenai kejahatan korporasi, baik dari segi konsep, ruang
lingkup, maupun implikasi sosial dan hukum yang
ditimbulkannya. Buku ini dirancang untuk menjadi sumber
referensi yang dapat digunakan oleh akademisi, praktisi hukum,
pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang ingin memahami
fenomena kejahatan korporasi secara menyeluruh. Dengan
pendekatan yang sistematis dan berbasis pada literatur ilmiah
serta studi kasus terkini, buku ini bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran hukum dan etika bisnis, serta mendorong reformasi
kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan
menanggulangi kejahatan korporasi.

Selain itu, buku ini juga bertujuan untuk menguraikan
tantangantantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum
terhadap kejahatan korporasi, termasuk keterbatasan
regulasi, hambatan dalam investigasi, serta peran lembaga
pengawas dan masyarakat sipil. Dengan demikian, buku ini
tidak hanya memberikan gambaran teoritis, tetapi juga
menawarkan analisis kontekstual yang relevan dengan kondisi
Indonesia dan perkembangan global. Melalui pemahaman
yang lebih baik tentang kejahatan korporasi, diharapkan
dapat tercipta sinergi antara berbagai pihak dalam upaya
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menciptakan tata kelola korporasi yang transparan, akuntabel,
dan berkeadilan.

Dalam rangka mendukung tujuan tersebut, buku ini
menyajikan data statistik dan studi kasus yang menggambarkan
realitas kejahatan korporasi secara konkret. Data empiris ini
penting untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai
skala dan dampak kejahatan korporasi, sekaligus menjadi dasar
bagi rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti. Studi kasus
yang diangkat juga berfungsi sebagai ilustrasi nyata bagaimana
kejahatan korporasi terjadi dan bagaimana sistem hukum
meresponsnya, sehingga pembaca dapat memahami dinamika
dan kompleksitas penanganan kejahatan korporasi dalam praktik.

Secara keseluruhan, latar belakang dan tujuan penulisan
buku ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk memahami
dan mengatasi kejahatan korporasi sebagai bagian integral dari
pembangunan hukum dan sosial di Indonesia. Dengan
memberikan landasan teoritis yang kuat, analisis kontekstual yang
mendalam, serta rekomendasi kebijakan yang aplikatif, buku ini
diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam memperkuat
upaya penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dari
dampak negatif kejahatan korporasi. Melalui pemahaman yang
komprehensif dan kesadaran yang meningkat, diharapkan
tercipta lingkungan bisnis yang lebih sehat, beretika, dan
berkelanjutan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan
masyarakat luas (Green & Ward, 2019) (Braithwaite, 2018).

C. Definisi Kejahatan Korporasi

Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk
kejahatan yang dilakukan oleh entitas bisnis atau korporasi, baik
secara individu maupun kolektif, dengan tujuan memperoleh

keuntungan yang melanggar hukum dan merugikan
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kepentingan publik. Definisi ini mencakup berbagai tindakan
ilegal yang dilakukan oleh korporasi atau atas nama korporasi,
yang tidak hanya berdampak pada individu atau kelompok
tertentu, tetapi juga pada masyarakat luas, lingkungan, dan
sistem ekonomi secara keseluruhan. Dalam kajian hukum dan
kriminologi, kejahatan korporasi dipandang sebagai fenomena
kompleks yang melibatkan berbagai dimensi, mulai dari aspek
hukum, sosial, ekonomi, hingga politik, sehingga memerlukan
pendekatan multidisipliner untuk memahami dan menanganinya
secara efektif (Green & Ward, 2019).

Secara historis, istilah "kejahatan korporasi" mulai dikenal
pada pertengahan abad ke-20, ketika para peneliti dan praktisi
hukum mulai menyadari bahwa korporasi sebagai entitas hukum
dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan cara
yang berbeda dari kejahatan individu. Kejahatan korporasi tidak
hanya melibatkan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga
pelanggaran  terhadap regulasi  administratif,  standar
keselamatan, dan norma etika bisnis. Karakteristik utama
kejahatan korporasi adalah bahwa tindakan tersebut dilakukan
dalam konteks organisasi yang memiliki struktur hierarkis dan
prosedur formal, sehingga tanggung jawab tidak selalu dapat
ditelusuri pada individu tertentu, melainkan pada sistem dan
budaya organisasi itu sendiri. Hal ini menimbulkan tantangan
besar dalam penegakan hukum, karena sulit untuk menentukan
siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum dan
bagaimana mengukur kerugian yang ditimbulkan(Braithwaite,
2018).

Berbagai definisi kejahatan korporasi telah dikemukakan
oleh para ahli dan lembaga internasional. Menurut Sutherland
(1949), yang merupakan pelopor dalam studi kejahatan

korporasi, kejahatan korporasi adalah "tindakan kriminal yang
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dilakukan oleh individu dalam kapasitas mereka sebagai pejabat
korporasi, yang bertujuan untuk menguntungkan korporasi
tersebut." Definisi ini menekankan peran individu dalam struktur
korporasi, namun juga mengakui bahwa tindakan tersebut
dilakukan untuk kepentingan korporasi. Sementara itu, United
Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mendefinisikan
kejahatan korporasi sebagai "tindakan ilegal yang dilakukan oleh
korporasi atau individu yang bertindak atas nama korporasi, yang
melanggar hukum nasional atau internasional dan menimbulkan
kerugian sosial, ekonomi, atau lingkungan." Definisi ini lebih luas
dan mencakup berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dapat
dilakukan oleh korporasi(UNODC, 2020).

Perbedaan mendasar antara kejahatan korporasi dan
kejahatan individu terletak pada sifat dan konteks pelakuannya.
Kejahatan individu biasanya dilakukan oleh satu orang atau
sekelompok kecil orang dengan motif pribadi, sedangkan
kejahatan korporasi dilakukan dalam konteks organisasi yang
memiliki tujuan komersial dan struktur yang kompleks. Kejahatan
korporasi sering kali bersifat sistemik dan terorganisir,
melibatkan kebijakan, prosedur, dan budaya perusahaan yang
memungkinkan atau bahkan mendorong terjadinya pelanggaran
hukum. Contohnya termasuk praktik korupsi yang melibatkan
pejabat perusahaan, manipulasi laporan keuangan untuk menipu
investor, pelanggaran standar keselamatan kerja yang
menyebabkan kecelakaan massal, serta pencemaran lingkungan
yang disengaja untuk mengurangi biaya produksi(Friedrichs,
2010).

Karakteristik ~utama kejahatan korporasi meliputi
beberapa aspek penting. Pertama, kejahatan ini dilakukan oleh
entitas yang memiliki kekuasaan ekonomi dan sosial yang besar,

sehingga dampaknya dapat meluas dan berjangka panjang.
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Kedua, kejahatan korporasi sering kali sulit dideteksi karena
dilakukan secara tersembunyi dan menggunakan mekanisme
internal perusahaan yang kompleks. Ketiga, pelaku kejahatan
korporasi biasanya memanfaatkan celah hukum dan regulasi,
serta kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan
hukum. Keempat, kejahatan korporasi dapat melibatkan
berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari korupsi, penipuan,
pelanggaran hak asasi manusia, hingga kerusakan lingkungan
yang serius. Kelima, tanggung jawab hukum atas kejahatan ini
sering kali menjadi perdebatan, karena sulit menentukan apakah
korporasi sebagai entitas atau individu di dalamnya yang harus
dipertanggungjawabkan secara pidana(Clinard & Yeager, 2011).

Contoh konkret kejahatan korporasi dapat ditemukan
dalam berbagai kasus di seluruh dunia. Salah satu kasus terkenal
adalah skandal Enron di Amerika Serikat, di mana perusahaan
energi ini melakukan manipulasi laporan keuangan secara
sistematis untuk menipu investor dan publik, yang akhirnya
menyebabkan kebangkrutan besar dan kerugian miliaran dolar.
Kasus ini menunjukkan bagaimana kejahatan korporasi dapat
melibatkan tindakan terorganisir yang merugikan banyak pihak
dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pasar
modal(Healy & Palepu, 2003). Di Indonesia, kasus pencemaran
lingkungan oleh perusahaan tambang dan industri besar juga
menjadi contoh nyata kejahatan korporasi yang berdampak luas
terhadap kesehatan masyarakat dan kelestarian alam. Selain itu,
praktik korupsi yang melibatkan pejabat korporasi dan
pemerintah juga merupakan bentuk kejahatan korporasi yang
merusak tata kelola dan pembangunan nasional (Transparency
International Indonesia, 2021).

Analisis konsep kejahatan korporasi juga menyoroti

berbagai tantangan dalam mendefinisikan dan menanganinya.
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Salah satu tantangan utama adalah batasan hukum yang ada,
yang sering kali belum mampu mengakomodasi kompleksitas
struktur korporasi dan mekanisme pelanggaran yang terjadi.
Misalnya, dalam banyak sistem hukum, korporasi sebagai entitas
tidak dapat dihukum pidana secara langsung, sehingga
penegakan hukum lebih difokuskan pada individu di dalamnya,
yang sering kali sulit dibuktikan keterlibatannya. Selain itu,
perbedaan definisi dan standar hukum antarnegara juga
menyulitkan penanganan kejahatan korporasi yang bersifat lintas
batas. Tantangan lain adalah resistensi dari korporasi itu sendiri,
yang memiliki sumber daya besar untuk menghindari atau
menghambat proses hukum melalui berbagai cara, termasuk
lobi politik dan manipulasi informasi(Gilbert, 2015).

Diskusi kritis mengenai definisi kejahatan korporasi juga
mencakup perdebatan tentang apakah semua pelanggaran yang
dilakukan oleh korporasi harus dikategorikan sebagai kejahatan.
Beberapa ahli berpendapat bahwa tidak semua pelanggaran
hukum oleh korporasi merupakan kejahatan dalam arti pidana,
melainkan bisa berupa pelanggaran administratif atau perdata
yang lebih tepat ditangani melalui mekanisme non-pidana.
Namun, pandangan lain menekankan bahwa dampak sosial dan
ekonomi dari pelanggaran tersebut sering kali sangat
merugikan, sehingga perlu diperlakukan dengan serius dan
mendapatkan sanksi yang setimpal. Pendekatan yang lebih
holistik dan berbasis risiko kini mulai dikembangkan untuk
mengklasifikasikan ~ dan  menangani  berbagai  bentuk
pelanggaran korporasi secara lebih efektif dan adil(Braithwaite,
2018).

Secara keseluruhan, definisi  kejahatan korporasi
mencerminkan kompleksitas fenomena yang melibatkan

berbagai aktor, mekanisme, dan dampak yang luas. Pemahaman
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yang mendalam mengenai definisi ini sangat penting sebagai
dasar untuk mengembangkan strategi penegakan hukum,
kebijakan regulasi, dan mekanisme pengawasan yang efektif.
Dengan demikian, kajian kejahatan korporasi tidak hanya
berfungsi sebagai upaya akademik, tetapi juga sebagai
instrumen praktis dalam menciptakan tata kelola korporasi yang
bertanggung jawab dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan
mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang adil dan
berkeadaban.

Kejahatan Korpora: 13
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RUANG LINGKUP, REGULASI, DAN
TANTANGAN KEJAHATAN KORPORASI

A. Ruang Lingkup dan Signifikansi

Kajian mengenai kejahatan korporasi memiliki ruang
lingkup yang sangat luas dan kompleks, mencakup berbagai jenis
pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi atau atas
nama korporasi, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap
masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Ruang lingkup ini tidak
hanya terbatas pada aspek hukum pidana, tetapi juga meliputi
pelanggaran administratif, perdata, dan etika bisnis yang
berimplikasi serius terhadap tata kelola perusahaan dan
kesejahteraan publik. Pemahaman yang komprehensif mengenai
ruang lingkup kejahatan korporasi sangat penting untuk
mengidentifikasi berbagai bentuk kejahatan yang mungkin
terjadi, memahami  mekanisme  pelaksanaannya, serta
merumuskan strategi penanganan yang efektif dan berkelanjutan.

Secara umum, kejahatan korporasi dapat diklasifikasikan
ke dalam beberapa kategori utama berdasarkan jenis
pelanggaran yang dilakukan. Pertama, kejahatan ekonomi dan
keuangan, yang meliputi penipuan, penggelapan, manipulasi
laporan keuangan, pencucian uang, dan penghindaran pajak

secara ilegal. Kejahatan jenis ini sering kali dilakukan dengan
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tujuan memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah dan
merugikan investor, konsumen, serta negara. Contoh kasus
manipulasi laporan keuangan yang terkenal adalah skandal Enron
di Amerika Serikat, yang menyebabkan kerugian besar bagi para
pemegang saham dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap
pasar modal(Healy & Palepu, 2003).

Kedua, kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh
korporasi, seperti pencemaran udara, air, dan tanah, perusakan
habitat alami, serta pelanggaran terhadap regulasi lingkungan
hidup. Kejahatan ini berdampak langsung pada kesehatan
masyarakat dan keberlanjutan ekosistem, serta menimbulkan
kerugian sosial dan ekonomi yang besar. Kasus pencemaran
lingkungan oleh perusahaan tambang di Indonesia, misalnya,
telah menimbulkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan yang
parah, yang memerlukan penanganan hukum dan kebijakan yang
tegas (Transparency International Indonesia, 2021).

Ketiga, pelanggaran hak asasi manusia dan
ketenagakerjaan, termasuk eksploitasi tenaga kerja, diskriminasi,
pelanggaran standar keselamatan kerja, dan penggunaan tenaga
kerja anak. Praktik-praktik ini tidak hanya melanggar hukum
nasional dan internasional, tetapi juga merusak reputasi korporasi
dan menimbulkan dampak sosial yang luas. Kasuskasus
pelanggaran hak tenaga kerja di sektor manufaktur dan
pertambangan sering menjadi sorotan publik dan menuntut
respons hukum yang serius (ILO, 2020).

Keempat, kejahatan korupsi dan kolusi yang melibatkan
pejabat korporasi dan pemerintah, seperti suap, gratifikasi, dan
pengaturan tender. Kejahatan ini merusak tata kelola
pemerintahan dan bisnis, menghambat pembangunan, serta
menimbulkan ketidakadilan sosial. Penanganan kejahatan

korupsi korporasi memerlukan sinergi antara lembaga penegak
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hukum, regulator, dan masyarakat sipil untuk menciptakan sistem
yang transparan dan akuntabel (UNODC, 2020).

Selain kategori-kategori tersebut, ruang lingkup kejahatan
korporasi juga mencakup pelanggaran terhadap regulasi
perdagangan, perlindungan konsumen, dan keamanan produk,
yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan
masyarakat. Misalnya, distribusi produk palsu atau berbahaya
oleh korporasi dapat menimbulkan risiko serius bagi konsumen
dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pasar. Oleh
karena itu, pengawasan dan regulasi yang ketat sangat
diperlukan untuk mencegah praktik-praktik semacam ini (WHO,
2021).

Dampak kejahatan  korporasi sangat luas dan
multidimensional. Dari sisi sosial, kejahatan korporasi dapat
menyebabkan kerusakan lingkungan yang mengancam
kesehatan dan kehidupan masyarakat, pelanggaran hak asasi
manusia yang menimbulkan ketidakadilan dan penderitaan, serta
erosi kepercayaan publik terhadap institusi dan sistem hukum.
Dari sisi ekonomi, kejahatan korporasi menimbulkan kerugian
finansial yang besar, baik bagi individu, perusahaan lain, maupun
negara, serta mengganggu persaingan usaha yang sehat dan
stabilitas pasar. Dampak ini juga dapat memperburuk
ketimpangan  sosial dan  menghambat pembangunan
berkelanjutan. Oleh karena itu, penanganan kejahatan korporasi
menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara
pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial(Braithwaite, 2018).

Signifikansi kajian kejahatan korporasi dalam konteks
penegakan hukum dan kebijakan publik sangat besar. Kejahatan
korporasi menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya bersifat
represif, tetapi juga preventif dan korektif, dengan melibatkan

berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor
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swasta, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil. Kajian ini
membantu mengidentifikasi celah-celah regulasi dan kelemahan
sistem pengawasan yang dapat dimanfaatkan oleh korporasi
untuk melakukan pelanggaran. Dengan demikian, kajian ini
menjadi dasar bagi reformasi kebijakan dan pengembangan
mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan adaptif terhadap
dinamika bisnis modern(Gilbert, 2015).

Tantangan utama dalam penanganan kejahatan korporasi
meliputi kompleksitas struktur organisasi korporasi, keterbatasan
kapasitas lembaga penegak hukum, serta resistensi dari korporasi
yang memiliki sumber daya besar untuk menghindari atau
menghambat proses hukum. Selain itu, perbedaan regulasi dan
standar hukum antarnegara juga menyulitkan penanganan
kejahatan korporasi yang bersifat lintas batas. Oleh karena itu,
diperlukan kerjasama internasional dan harmonisasi regulasi
untuk mengatasi tantangan ini secara efektif UNODC, 2020).

Dalam konteks kebijakan publik, kajian kejahatan
korporasi memberikan kontribusi penting dalam merumuskan
strategi pengawasan dan penegakan hukum yang berorientasi
pada pencegahan dan perlindungan masyarakat. Kebijakan yang
efektif harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi
dengan perlindungan hak-hak publik dan lingkungan, serta
mendorong korporasi untuk mengadopsi praktik bisnis yang
beretika dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis risiko dan
transparansi  menjadi  kunci dalam menciptakan sistem
pengawasan yang responsif dan akuntabel(Braithwaite, 2018).

Studi kasus empiris menunjukkan bahwa penanganan
kejahatan korporasi yang berhasil memerlukan sinergi antara
berbagailembaga dan pendekatan yang komprehensif. Misalnya,
keberhasilan pengungkapan dan penindakan kasus korupsi

korporasi di beberapa negara didukung oleh kolaborasi antara
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aparat penegak hukum, lembaga pengawas pasar modal, dan
media massa yang independen. Di sisi lain, kegagalan dalam
menangani kasus pencemaran lingkungan sering kali disebabkan
oleh lemahnya regulasi dan pengawasan, serta kurangnya
partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan (Transparency
International Indonesia, 2021).

Secara keseluruhan, ruang lingkup dan signifikansi kajian
kejahatan korporasi menegaskan bahwa fenomena ini bukan
hanya masalah hukum semata, tetapijuga isu sosial, ekonomi, dan
politik yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.
Pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai ruang
lingkup kejahatan korporasi serta signifikansinya dalam konteks
penegakan hukum dan kebijakan publik menjadi prasyarat utama
untuk menciptakan tata kelola korporasi yang transparan,
akuntabel, dan berkeadilan. Dengan demikian, kajian ini tidak
hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan
kontribusi nyata dalam upaya membangun masyarakat yang lebih
adil, berkelanjutan, dan berdaya saing di era globalisasi.

Hasil dari pembahasan diatas mengenai kejahatan
korporasi dalam dokumen ini telah menguraikan secara
mendalam berbagai aspek yang meliputi latar belakang, definisi,
ruang lingkup, serta signifikansi kajian kejahatan korporasi dalam
konteks hukum dan sosial. Keseluruhan analisis menegaskan
bahwa kejahatan korporasi merupakan fenomena kompleks yang
tidak hanya berdampak pada kerugian finansial semata, tetapi
juga menimbulkan dampak sosial, lingkungan, dan politik yang
luas dan berjangka panjang. Oleh karena itu, pemahaman yang
komprehensif dan penanganan yang efektif terhadap kejahatan
korporasi menjadi sangat penting untuk menjaga keadilan,
keberlanjutan, dan tata kelola yang baik dalam masyarakat

modern.
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Pertama, kejahatan korporasi harus dipandang sebagai
bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh entitas bisnis
dengan tujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah, yang
sering kali melibatkan tindakan terorganisir dan sistemik.
Karakteristik ini membedakan kejahatan korporasi dari kejahatan
individu, karena melibatkan struktur organisasi yang kompleks
dan mekanisme internal yang memungkinkan terjadinya
pelanggaran secara tersembunyi. Oleh karena itu, penegakan
hukum terhadap kejahatan korporasi memerlukan pendekatan
yang tidak hanya menargetkan individu pelaku, tetapi juga sistem
dan budaya organisasi yang mendukung praktik-praktik ilegal
tersebut. Hal ini menuntut reformasi regulasi dan penguatan
mekanisme pengawasan yang adaptif dan responsif terhadap
dinamika bisnis modern (Green & Ward, 2019).

Kedua, ruang lingkup kejahatan korporasi sangat luas,
mencakup berbagai bentuk pelanggaran mulai dari korupsi,
penipuan, pelanggaran hak asasi manusia, pencemaran
lingkungan, hingga manipulasi pasar dan penghindaran pajak.
Dampak dari kejahatan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi
juga sosial dan ekologis, yang dapat mengancam kesehatan
masyarakat, merusak lingkungan, serta mengganggu stabilitas
sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi. Oleh karena itu,
penanganan kejahatan korporasi harus dilakukan secara holistik
dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk
pemerintah, sektor swasta, lembaga pengawas, dan masyarakat
sipil. Pendekatan kolaboratif ini penting untuk menciptakan
sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dan
berkelanjutan (Braithwaite, 2018).

Ketiga, tantangan utama dalam penanganan kejahatan
korporasi meliputi kompleksitas struktur organisasi, keterbatasan

kapasitas lembaga penegak hukum, serta resistensi dari korporasi
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yang memiliki sumber daya besar untuk menghindari proses
hukum. Selain itu, perbedaan regulasi dan standar hukum
antarnegara juga menyulitkan penanganan kejahatan korporasi
yang bersifat lintas batas. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi
regulasi dan kerjasama internasional yang kuat untuk mengatasi
tantangan ini secara efektif. Pengembangan teknologi informasi
dan sistem pengawasan berbasis data juga dapat menjadi alat
penting dalam mendeteksi dan mencegah praktik kejahatan
korporasi yang semakin kompleks (UNODC, 2020).

Keempat, kajian ini menegaskan pentingnya kesadaran
dan komitmen etika dalam dunia korporasi sebagai bagian dari
upaya pencegahan kejahatan korporasi. Budaya perusahaan
yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung
jawab sosial dapat menjadi benteng utama dalam mencegah
praktik-praktik ilegal dan merugikan. Pendidikan dan pelatihan
mengenai etika bisnis serta penguatan peran lembaga pengawas
internal dan eksternal menjadi kunci dalam membangun tata
kelola korporasi yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, peran
masyarakat sipil dan media sebagai pengawas sosial juga sangat
penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas
korporasi(Gilbert, 2015).

Kelima, dokumen ini memberikan rekomendasi strategis
untuk penelitian dan kebijakan selanjutnya, antara lain
pengembangan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan
adaptif terhadap perubahan dinamika bisnis, peningkatan
kapasitas lembaga penegak hukum dan pengawas, serta
penguatan mekanisme kolaborasi antara berbagai pemangku
kepentingan. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk
mengkaji dampak jangka panjang kejahatan korporasi terhadap
pembangunan sosial dan ekonomi, serta efektivitas berbagai

pendekatan penanganan yang telah diterapkan di berbagai
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negara. Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan
korporasi dapat dilakukan secara lebih terarah dan berdampak
positif bagi masyarakat luas.

Sebagai penutup, penting untuk menegaskan bahwa
kejahatan korporasi bukanlah masalah yang dapat diabaikan atau
dianggap remeh. Fenomena ini menuntut perhatian serius dan
tindakan nyata dari seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah,
sektor swasta, akademisi, maupun masyarakat sipil. Kesadaran
kolektif dan komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola
korporasi yang beretika dan bertanggung jawab merupakan
langkah awal yang krusial dalam membangun masa depan yang
lebih adil, berkelanjutan, dan sejahtera. Sebagaimana dikatakan
oleh Lord Acton, "Power tends to corrupt, and absolute power
corrupts absolutely." Oleh karena itu, pengawasan dan
akuntabilitas terhadap kekuasaan korporasi harus terus diperkuat
demi kepentingan bersama dan keadilan sosial(Acton, 1887).

Dengan pemahaman dan komitmen vyang kuat,
diharapkan kejahatan korporasi dapat diminimalisir dan tata
kelola bisnis dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum
dan etika yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan
masyarakat. Dokumen ini diharapkan menjadi kontribusi penting
dalam literatur dan praktik hukum, serta menjadi pijakan bagi
upaya-upaya strategis dalam menghadapi tantangan kejahatan

korporasi di masa depan.

B. Konsep kejahatan korporasi

1. Pendahuluan dan Konteks Sejarah Kejahatan Korporasi
Kejahatan korporasi merupakan fenomena yang telah

menjadi perhatian global selama beberapa dekade terakhir,

terutama seiring dengan perkembangan pesat dunia bisnis dan

ekonomi yang semakin kompleks dan terintegrasi secara
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internasional. Secara umum, kejahatan korporasi dapat
didefinisikan sebagai tindakan ilegal yang dilakukan oleh
perusahaan atau individu yang bertindak atas nama perusahaan
dengan tujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah,
merugikan pihak lain, atau melanggar norma hukum dan etika
bisnis yang berlaku. Definisi ini mencakup berbagai bentuk
pelanggaran, mulai dari penipuan keuangan, korupsi, manipulasi
pasar, hingga pelanggaran lingkungan dan hak asasi manusia
yang dilakukan oleh entitas korporasi. Pemahaman mendalam
mengenai sejarah kejahatan korporasi sangat penting untuk
mengidentifikasi pola, motif, dan dampak dari tindakan tersebut,
sekaligus sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dan
regulasi yang efektif dalam mencegah dan menanggulanginya.

Sejarah kejahatan korporasi tidak dapat dilepaskan dari
konteks sosialekonomi yang melatarbelakangi kemunculannya.
Pada era industrialisasi dan kapitalisme modern, perusahaan-
perusahaan besar mulai memainkan peran sentral dalam
perekonomian global. Namun, pertumbuhan pesat ini juga
membuka peluang bagi praktik-praktik bisnis yang tidak etis dan
ilegal, terutama ketika pengawasan dan regulasi belum memadai.
Dalam konteks ini, kejahatan korporasi muncul sebagai
konsekuensi dari ketidakseimbangan kekuasaan antara korporasi
dan masyarakat, di mana perusahaan sering kali memiliki sumber
daya dan pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan dengan
individu atau lembaga pengawas. Fenomena ini diperparah oleh
globalisasi ekonomi yang memungkinkan perusahaan beroperasi
lintas batas negara dengan regulasi yang berbeda-beda,
sehingga menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan
untuk melakukan tindakan kriminal.

Pentingnya mempelajari sejarah kejahatan korporasi juga
terletak pada dampak luas yang ditimbulkannya, tidak hanya
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terhadap ekonomi tetapi juga terhadap kepercayaan publik,
stabilitas sosial, dan tata kelola pemerintahan. Kasus-kasus besar
yang menggemparkan dunia, seperti skandal Enron dan
WorldCom, menjadi titik balik dalam kesadaran global akan
bahaya kejahatan korporasi. Kasus-kasus tersebut tidak hanya
menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar, tetapi juga
mengguncang sistem kepercayaan terhadap institusi bisnis dan
pasar modal. Reaksi publik dan regulator terhadap skandal-
skandal ini mendorong lahirnya regulasi baru yang lebih ketat dan
mekanisme pengawasan yang lebih efektif, yang kemudian
menjadi model bagi negara-negara lain dalam mengatur aktivitas
korporasi.

Selain itu, konteks sejarah kejahatan korporasi juga
mencerminkan dinamika perubahan sosial dan politik yang
mempengaruhi bagaimana kejahatan ini dipandang dan
ditangani. Pada awalnya, kejahatan korporasi sering kali
dianggap sebagai masalah internal perusahaan yang tidak
memerlukan intervensi hukum yang serius. Namun, seiring
dengan meningkatnya kesadaran akan dampak negatifnya, baik
dari sisi ekonomi maupun sosial, kejahatan korporasi mulai
dipandang sebagai pelanggaran serius yang harus ditindak tegas
oleh aparat penegak hukum dan regulator. Perubahan
paradigma ini juga tercermin dalam perkembangan teori
kriminologi dan hukum yang semakin mengakui peran korporasi
sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab atas tindak
pidana.

Dalam pengantar ini, akan disajikan gambaran umum
mengenai sejarah kejahatan korporasi dengan fokus pada kasus-
kasus awal yang menggemparkan sebagai latar belakang
pembahasan lebih mendalam pada bagian-bagian selanjutnya.

Kasus-kasus tersebut tidak hanya menjadi contoh konkret dari
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praktik kejahatan korporasi, tetapi juga menjadi pelajaran penting
dalam memahami bagaimana regulasi dan pengawasan
korporasi berkembang dari waktu ke waktu. Dengan memahami
konteks sejarah dan sosial-ekonomi yang melatarbelakangi
kejahatan korporasi, diharapkan pembaca dapat memperoleh
wawasan yang komprehensif mengenai kompleksitas masalah ini
serta tantangan yang dihadapi dalam upaya pencegahan dan
penanggulangannya di era modern.

Pemahaman ini juga menjadi landasan penting dalam
menganalisis perkembangan regulasi global yang akan dibahas
secara rinci dalam bagian selanjutnya, yang mencakup evolusi
hukum internasional, studi kasus regulasi utama, serta tantangan
dalam penerapan regulasi lintas batas negara. Dengan demikian,
dokumen ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan gambaran
historis, tetapi juga untuk menghubungkan aspek-aspek teoritis
dan praktis dalam penanganan kejahatan korporasi secara global,
yang relevan bagi akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan,
dan masyarakat luas. (Friedrichs, 2010) (Braithwaite, 1985)

2. Kasus-Kasus Awal yang Menggemparkan: Enron

Kasus Enron merupakan salah satu skandal kejahatan
korporasi paling terkenal dan menjadi titik balik penting dalam
sejarah pengungkapan praktik korporasi yang melanggar hukum
dan etika bisnis. Enron Corporation, yang dahulu merupakan
salah satu perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat, runtuh
secara dramatis pada akhir tahun 2001 akibat skandal keuangan
yang melibatkan manipulasi laporan keuangan secara sistematis
dan penipuan akuntansi yang masif. Kasus ini tidak hanya
mengguncang pasar modal Amerika Serikat, tetapi juga memicu
reformasi regulasi yang signifikan di tingkat nasional dan

internasional.
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Enron didirikan pada tahun 1985 melalui penggabungan
dua perusahaan energi, dan dalam waktu singkat berhasil
tumbuh menjadi raksasa energi dengan berbagai lini bisnis,
mulai dari perdagangan energi hingga jasa keuangan. Namun,
di balik kesuksesan tersebut, manajemen Enron menjalankan
praktik akuntansi yang kompleks dan manipulatif untuk
menyembunyikan utang perusahaan dan melebih-lebihkan
pendapatan. Salah satu modus operandi utama yang digunakan
adalah pembentukan special purpose entities (SPEs) atau entitas
tujuan khusus yang berfungsi untuk memindahkan utang dan
kerugian dari neraca utama perusahaan, sehingga laporan
keuangan tampak sehat dan menguntungkan. Teknik ini
memungkinkan Enron untuk mempertahankan harga saham
yang tinggi dan menarik investasi besar dari publik dan institusi
keuangan.

Kronologi skandal Enron bermula ketika sejumlah analis
dan jurnalis mulai mempertanyakan keabsahan laporan keuangan
perusahaan pada akhir 2000 dan awal 2001. Kecurigaan semakin
menguat ketika harga saham Enron mulai anjlok secara drastis
pada pertengahan 2001, diikuti oleh pengunduran diri beberapa
eksekutif kunci dan audit internal yang mengungkapkan
ketidakwajaran dalam pencatatan keuangan. Pada Desember
2001, Enron mengajukan kebangkrutan, yang pada saat itu
merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika
Serikat. Dampak ekonomi dari kebangkrutan ini sangat besar,
dengan kerugian investor mencapai miliaran dolar, hilangnya
ribuan pekerjaan, dan kerusakan reputasi pasar modal secara
keseluruhan.

Dampak sosial dari skandal Enron juga sangat signifikan.
Kepercayaan publik terhadap perusahaan besar dan pasar modal

menurun drastis, memicu gelombang kritik terhadap praktik
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bisnis yang tidak transparan dan lemahnya pengawasan
regulator. Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan serius
mengenai peran auditor eksternal, dalam hal ini Arthur Andersen,
yang terbukti ikut serta dalam menutupi praktik manipulasi
keuangan Enron. Arthur Andersen, yang sebelumnya merupakan
salah satu firma akuntansi terbesar di dunia, akhirnya runtuh
akibat keterlibatannya dalam skandal ini, menambah dimensi
krisis kepercayaan terhadap institusi pengawas dan penegak
hukum.

Reaksi regulator terhadap skandal Enron sangat cepat dan
tegas. Pemerintah Amerika Serikat merespons dengan
mengesahkan SarbanesOxley Act (SOX) pada tahun 2002,
sebuah undang-undang yang memperketat regulasi pelaporan
keuangan dan tata kelola perusahaan publik. SOX
memperkenalkan berbagai ketentuan baru, termasuk kewajiban
transparansi yang lebih tinggi, tanggung jawab pribadi bagi
eksekutif perusahaan atas keakuratan laporan keuangan, serta
pembentukan Public Company Accounting Oversight Board
(PCAOB) untuk mengawasi auditor eksternal. Undang-undang ini
menjadi model bagi banyak negara lain dalam memperkuat
regulasi korporasi dan mencegah terulangnya skandal serupa.

Analisis mendalam terhadap kasus Enron menunjukkan
bahwa skandal ini merupakan hasil dari kombinasi faktor internal
dan eksternal. Secara internal, budaya perusahaan yang
menekankan pertumbuhan dan keuntungan jangka pendek
tanpa memperhatikan etika dan kepatuhan hukum menjadi akar
masalah utama. Tekanan dari manajemen puncak untuk
mencapai target keuangan yang ambisius mendorong praktik
manipulasi dan penipuan. Secara eksternal, lemahnya
pengawasan dari regulator dan auditor memungkinkan praktik-

praktik tersebut berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu lama.
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Kasus Enron juga menyoroti pentingnya transparansi dan
akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan sebagai kunci untuk
mencegah kejahatan korporasi.

Kasus Enron menjadi pelajaran penting bagi dunia bisnis
dan hukum internasional. la membuka mata banyak pihak tentang
risiko besar yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi, tidak
hanya dari sisi ekonomi tetapi juga dari sisi sosial dan politik.
Skandal ini memicu perubahan paradigma dalam pengawasan
korporasi, di mana penegakan hukum dan regulasi tidak lagi
dianggap sebagai beban administratif, melainkan sebagai
elemen krusial dalam menjaga integritas pasar dan melindungi
kepentingan publik. Selain itu, kasus ini juga mendorong
pengembangan teori dan praktik tata kelola perusahaan yang
lebih baik, termasuk penerapan prinsip-prinsip corporate social
responsibility (CSR) dan etika bisnis yang lebih ketat.

Secara global, dampak skandal Enron meluas ke berbagai
negara yang kemudian meninjau ulang regulasi dan mekanisme
pengawasan korporasi mereka. Banyak negara mengadopsi
standar pelaporan keuangan yang lebih ketat dan memperkuat
peran lembaga pengawas pasar modal. Kasus ini juga menjadi
bahan kajian penting dalam pendidikan bisnis dan hukum,
sebagai contoh nyata bagaimana kegagalan tata kelola dan
pengawasan dapat berujung pada kehancuran perusahaan dan
kerugian besar bagi masyarakat luas.

Secara keseluruhan, kasus Enron bukan hanya sebuah
skandal keuangan biasa, melainkan sebuah fenomena yang
mengubah wajah dunia bisnis dan hukum korporasi secara
fundamental. la menegaskan bahwa kejahatan korporasi dapat
terjadi di perusahaan-perusahaan besar sekalipun, dan bahwa
pencegahan serta penanganannya memerlukan pendekatan

yang  komprehensif, melibatkan  berbagai  pemangku
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kepentingan mulai dari manajemen perusahaan, auditor,
regulator, hingga masyarakat sipil. Pembelajaran dari kasus ini
menjadi landasan penting dalam upaya membangun sistem
bisnis yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di
masa depan.(Healy & Palepu, 2003) (Sarbanes-Oxley Act, 2002).

3. Kasus-Kasus Awal yang Menggemparkan: WorldCom dan
Skandal Keuangan Global Lainnya

Setelah skandal Enron yang mengguncang dunia bisnis
dan pasar modal Amerika Serikat, kasus WorldCom muncul
sebagai salah satu skandal kejahatan korporasi terbesar
berikutnya yang menambah dimensi baru dalam pemahaman
tentang manipulasi keuangan dan penipuan korporasi.
WorldCom, yang pada puncaknya merupakan perusahaan
telekomunikasi terbesar kedua di Amerika Serikat, runtuh pada
tahun 2002 akibat skandal akuntansi yang melibatkan manipulasi
pendapatan dan penggelembungan aset secara sistematis. Kasus
ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang sangat
besar, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kelemahan tata
kelola  perusahaan dan pengawasan eksternal dapat
dimanfaatkan untuk menutupi praktik ilegal dalam jangka waktu
yang lama.

Modus operandi utama dalam skandal WorldCom adalah
manipulasi laporan keuangan melalui pencatatan biaya
operasional sebagai investasi modal (capital expenditure).
Dengan cara ini, WorldCom berhasil menurunkan biaya yang
dilaporkan dan meningkatkan laba bersih secara artifisial. Total
manipulasi yang terungkap mencapai sekitar 3,8 miliar dolar AS,
menjadikannya salah satu skandal keuangan terbesar dalam
sejarah korporasi Amerika Serikat. Praktik ini dilakukan dengan

sengaja oleh manajemen puncak, termasuk CEO Bernard Ebbers

Kejahatan Korpora: 29



dan CFO Scott Sullivan, yang berusaha mempertahankan harga
saham perusahaan agar tetap tinggi dan menarik investor.

Pengungkapan skandal WorldCom bermula dari audit
internal yang dilakukan oleh Cynthia Cooper, kepala audit
internal perusahaan, yang menemukan ketidakwajaran dalam
pencatatan biaya dan pendapatan. Investigasi lebih lanjut
mengungkapkan bahwa manipulasi tersebut telah berlangsung
selama beberapa tahun dan melibatkan sejumlah besar transaksi
fiktif dan rekayasa akuntansi. Akibatnya, WorldCom mengajukan
kebangkrutan pada Juli 2002, yang pada saat itu menjadi
kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat,
melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh Enron.

Dampak ekonomi dari skandal WorldCom sangat besar,
dengan kerugian investor mencapai miliaran dolar dan hilangnya
ribuan pekerjaan. Selain itu, skandal ini juga menimbulkan
kerusakan reputasi yang parah bagi industri telekomunikasi dan
pasar modal secara umum. Kepercayaan publik terhadap laporan
keuangan perusahaan dan integritas pasar modal menurun
drastis, memicu tekanan kuat terhadap regulator untuk
memperketat pengawasan dan meningkatkan transparansi dalam
pelaporan keuangan.

Selain WorldCom, beberapa skandal keuangan global lain
juga memberikan gambaran tentang berbagai modus kejahatan
korporasi yang merugikan banyak pihak. Salah satu contohnya
adalah skandal

Parmalat di Italia, yang terungkap pada tahun 2003.
Parmalat, perusahaan makanan dan minuman terbesar di Italia,
mengalami kebangkrutan akibat manipulasi laporan keuangan
dan penipuan yang melibatkan utang fiktif sebesar 14 miliar euro.
Skandal ini menunjukkan bagaimana praktik korupsi dan kolusi

antara manajemen perusahaan dan lembaga keuangan dapat
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menciptakan jaringan penipuan yang kompleks dan sulit
dideteksi. Kasus Parmalat juga menimbulkan dampak besar
terhadap sistem perbankan dan pasar modal Eropa, serta
mendorong reformasi regulasi di tingkat Uni Eropa.

Kasus lain yang tidak kalah penting adalah kebangkrutan
Lehman Brothers pada tahun 2008, yang menjadi puncak krisis
keuangan global. Meskipun tidak sepenuhnya merupakan kasus
kejahatan korporasi dalam arti tradisional, Lehman Brothers
terlibat dalam praktik-praktik keuangan berisiko tinggi dan
manipulasi laporan keuangan yang berkontribusi pada runtuhnya
pasar keuangan global. Perusahaan ini menggunakan teknik
akuntansi  yang dikenal sebagai "Repo 105" untuk
menyembunyikan utang jangka pendek dan memperbaiki neraca
keuangannya secara artifisial. Kebangkrutan Lehman Brothers
memicu krisis keuangan global yang berdampak luas pada
ekonomi dunia, menyoroti pentingnya transparansi dan
pengawasan yang ketat dalam sektor keuangan.

Analisis perbandingan antara kasus Enron, WorldCom,
Parmalat, dan Lehman Brothers menunjukkan pola-pola
kejahatan korporasi yang serupa, meskipun dengan variasi dalam
modus operandi dan konteks industri. Kesamaan utama terletak
pada manipulasi laporan keuangan untuk menipu investor dan
publik, lemahnya pengawasan internal dan eksternal, serta
budaya perusahaan yang mengutamakan keuntungan jangka
pendek tanpa memperhatikan risiko dan etika. Selain itu, semua
kasus ini menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang sangat
besar, termasuk kerugian finansial yang masif, hilangnya
kepercayaan publik, dan kerusakan reputasi pasar modal.

Perbandingan ini juga mengungkapkan bahwa kejahatan
korporasi tidak mengenal batas industri atau wilayah geografis.

Baik di Amerika Serikat, Eropa, maupun di sektor keuangan
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global, praktik-praktik ilegal dan manipulatif dapat terjadi jika
tidak ada pengawasan yang memadai dan tata kelola yang baik.
Oleh karena itu, kasus-kasus ini menjadi pelajaran penting bagi
pembuat kebijakan dan regulator di seluruh dunia untuk terus
memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi,
dan menegakkan akuntabilitas dalam dunia korporasi.

Selain itu, skandal-skandal ini juga menyoroti peran
penting whistleblower dan audit internal dalam mengungkap
praktik kejahatan korporasi. Dalam kasus WorldCom, misalnya,
keberanian Cynthia Cooper dalam melaporkan ketidakwajaran
menjadi  kunci pengungkapan skandal tersebut. Hal ini
menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan internal yang efektif
dan perlindungan bagi pelapor pelanggaran sangat penting
dalam mencegah dan mendeteksi kejahatan korporasi sejak dini.

Secara hukum, kasus-kasus ini memicu reformasi regulasi
yang signifikan, terutama di Amerika Serikat dengan pengesahan
SarbanesOxley Act yang memperketat standar pelaporan
keuangan dan tata kelola perusahaan. Di tingkat internasional,
skandal-skandal ini juga mendorong harmonisasi regulasi dan
peningkatan kerjasama antarnegara dalam penegakan hukum
korporasi, mengingat sifat kejahatan korporasi yang sering kali
lintas batas dan kompleks.

Secara keseluruhan, kasus-kasus ~ awal yang
menggemparkan seperti WorldCom, Parmalat, dan Lehman
Brothers memperkaya pemahaman kita tentang kejahatan
korporasi dengan menunjukkan berbagai bentuk modus
penipuan dan manipulasi yang dapat terjadi dalam berbagai
konteks industri dan wilayah. Mereka juga menegaskan
pentingnya pengawasan yang ketat, transparansi, dan

akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan untuk mencegah
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terjadinya kejahatan korporasi yang merugikan masyarakat
luas.m (Healy & Palepu, 2003) (Ferran, 2012) (OECD, 2014)

C. Perkembangan Historis Regulasi Perusahaan
1. Awal Mula dan Evolusi

Perkembangan regulasi perusahaan merupakan aspek
krusial dalam memahami bagaimana kejahatan korporasi dapat
dicegah dan ditanggulangi secara efektif. Sejak masa awal
industrialisasi hingga era modern, regulasi perusahaan telah
mengalami transformasi yang signifikan, dipengaruhi oleh
dinamika ekonomi, sosial, dan politik yang terus berubah. Evolusi
regulasi ini tidak hanya mencerminkan upaya negara dan
masyarakat dalam mengendalikan praktik bisnis yang merugikan,
tetapi juga menandai pergeseran paradigma dalam tata kelola
korporasi dan penegakan hukum.

Pada masa awal industrialisasi di abad ke-19, regulasi
perusahaan masih sangat terbatas dan bersifat sporadis. Di
Amerika Serikat dan Eropa, perusahaan-perusahaan besar mulai
muncul sebagai aktor ekonomi utama, namun pengawasan
terhadap aktivitas mereka masih minim. Pada periode ini, hukum
perusahaan lebih banyak berfokus pada aspek pembentukan dan
pengakuan badan hukum, seperti pengaturan tentang pendirian
perusahaan, tanggung jawab pemegang saham, dan hak-hak
kreditur. Regulasi yang ada belum secara khusus mengatur
perilaku korporasi dalam konteks kejahatan atau pelanggaran
hukum, sehingga praktik-praktik tidak etis dan merugikan
masyarakat relatif sulit dikendalikan.

Salah satu tonggak awal dalam regulasi perusahaan
adalah pengesahan undang-undang antitrust di Amerika Serikat
pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, seperti Sherman
Antitrust Act (1890) dan Clayton Act (1914). Undang-undang ini
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bertujuan untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan
tidak sehat yang dilakukan oleh perusahaan besar, yang pada
saat itu mulai menguasai pasar dan mengancam keseimbangan
ekonomi. Regulasi antitrust ini merupakan bentuk awal intervensi
pemerintah dalam mengatur perilaku korporasi demi melindungi
kepentingan publik dan menjaga persaingan yang sehat.
Meskipun fokus utamanya bukan pada kejahatan korporasi secara
langsung, undangundang ini membuka jalan  bagi
pengembangan regulasi yang lebih komprehensif di masa
depan.

Perkembangan regulasi perusahaan semakin dipacu oleh
berbagai krisis ekonomi besar yang melanda dunia, terutama
Depresi Besar (Great Depression) pada tahun 1929. Krisis ini
mengungkapkan kelemahan sistem keuangan dan tata kelola
perusahaan yang tidak transparan, yang berkontribusi pada
runtuhnya pasar saham dan kerugian besar bagi masyarakat.
Sebagai respons, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan
serangkaian regulasi baru yang bertujuan memperkuat
pengawasan terhadap perusahaan publik dan pasar modal. Salah
satu regulasi penting yang lahir pada masa ini adalah Securities
Act of 1933 dan Securities Exchange Act of 1934, yang mengatur
penerbitan dan perdagangan sekuritas serta mendirikan
Securities and Exchange Commission (SEC) sebagai badan
pengawas pasar modal.

SEC memiliki peran sentral dalam mengawasi transparansi
laporan keuangan perusahaan publik dan menegakkan
kepatuhan terhadap standar akuntansi dan pelaporan. Regulasi
ini menandai perubahan paradigma dari pengawasan yang
minimal menjadi pengawasan yang lebih aktif dan sistematis
terhadap aktivitas korporasi, khususnya dalam konteks

perlindungan investor dan integritas pasar modal. Selain itu,
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regulasi ini juga mulai mengatur aspek-aspek perilaku korporasi
yang berpotensi merugikan publik, seperti insider trading dan
manipulasi pasar.

Di Eropa, perkembangan regulasi perusahaan juga
mengalami kemajuan signifikan, terutama setelah Perang Dunia
ll. Negara-negara Eropa mulai membangun kerangka hukum
yang lebih kuat untuk mengatur aktivitas korporasi, termasuk
perlindungan konsumen, pengawasan pasar modal, dan
tanggung jawab sosial perusahaan. Uni Eropa kemudian
mengambil peran penting dalam harmonisasi regulasi
perusahaan di antara negara anggotanya, dengan mengeluarkan
berbagai direktif yang mengatur transparansi, tata kelola
perusahaan, dan perlindungan investor. Harmonisasi ini
bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal yang efisien dan adil,
sekaligus mencegah praktik-praktik korporasi yang merugikan
lintas batas negara.

Perkembangan regulasi perusahaan juga dipengaruhi
oleh munculnya berbagai badan pengawas dan lembaga
penegak hukum yang khusus menangani pelanggaran korporasi.
Di Amerika Serikat, selain SEC, lembaga seperti Department of
Justice (DOJ) dan Federal Trade Commission (FTC) memiliki
peran penting dalam menindak praktik bisnis ilegal dan kejahatan
korporasi. Di tingkat internasional, organisasi seperti OECD dan
PBB mulai mengembangkan pedoman dan konvensi yang
mengatur perilaku korporasi, termasuk aspek anti-korupsi dan
tanggung jawab sosial perusahaan. Inisiatif-inisiatif ini
mencerminkan kesadaran global akan pentingnya kerjasama
lintas negara dalam mengatasi kejahatan korporasi yang semakin
kompleks dan terorganisir.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi

ekonomi pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, regulasi
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perusahaan menghadapi tantangan baru yang memerlukan
adaptasi dan inovasi. Perusahaan multinasional yang beroperasi
di berbagai yurisdiksi menciptakan celah hukum yang dapat
dimanfaatkan untuk praktik-praktik ilegal, seperti penghindaran
pajak, pencucian uang, dan korupsi. Regulasi nasional yang
bersifat terfragmentasi sering kali tidak memadai untuk
mengatasi masalah ini, sehingga mendorong munculnya regulasi
internasional dan mekanisme koordinasi antarnegara. Contohnya
adalah Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) di Amerika Serikat
dan berbagai direktif Uni Eropa yang mengatur anti-korupsi dan
transparansi korporasi.

Selain itu, krisis keuangan global pada tahun 2008
menjadi titik balik penting dalam evolusi regulasi perusahaan.
Krisis ini mengungkapkan kelemahan pengawasan terhadap
sektor keuangan dan praktik bisnis yang berisiko tinggi, yang
berkontribusi pada keruntuhan pasar global. Sebagai respons,
berbagai negara memperkuat regulasi dan pengawasan sektor
keuangan, termasuk penerapan standar Basel lll untuk perbankan
dan peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan.
Regulasi pasca-krisis ini menekankan pentingnya tata kelola
risiko, perlindungan konsumen, dan akuntabilitas korporasi
sebagai bagian dari upaya mencegah terulangnya krisis serupa.

Secara keseluruhan, perkembangan historis regulasi
perusahaan menunjukkan perjalanan panjang dari pengawasan
yang minimal menuju sistem regulasi yang semakin kompleks dan
terintegrasi. Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk
mencegah dan menindak kejahatan korporasi, tetapi juga
sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa perusahaan
beroperasi secara etis, transparan, dan bertanggung jawab sosial.
Transformasi ini mencerminkan perubahan paradigma dalam

hubungan antara korporasi, negara, dan masyarakat, di mana
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pengawasan dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam
menjaga  keseimbangan  kepentingan dan  mencegah

penyalahgunaan kekuasaan korporasi.

2. Regulasi Pasca-Skandal Besar

Skandal besar seperti Enron dan WorldCom pada awal
abad ke-21 menjadi titik balik penting dalam sejarah regulasi
perusahaan, khususnya dalam konteks pencegahan dan
penanganan kejahatan korporasi. Kedua kasus ini tidak hanya
mengungkap praktik manipulasi keuangan dan penipuan yang
sistematis, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang
sangat besar serta mengguncang kepercayaan publik terhadap
integritas pasar modal dan tata kelola perusahaan. Sebagai
respons terhadap skandal-skandal tersebut, berbagai negara,
terutama Amerika Serikat, melakukan reformasi regulasi yang
signifikan ~ dengan  tujuan  memperketat = pengawasan,
meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas
korporasi.Salah satu regulasi paling penting yang lahir dari
skandal Enron dan WorldCom adalah Sarbanes-Oxley Act (SOX)
yang disahkan oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 2002.
SOX merupakan undang-undang komprehensif yang mengatur
tata kelola perusahaan publik dan pelaporan keuangan dengan
ketentuan yang jauh lebih ketat dibandingkan regulasi
sebelumnya. Undang-undang ini menetapkan tanggung jawab
pribadi bagi eksekutif perusahaan, termasuk CEO dan CFO, atas
keakuratan laporan keuangan yang dipublikasikan. SOX juga
mewajibkan perusahaan untuk membangun sistem pengendalian
internal yang efektif dan melakukan audit independen yang
diawasi oleh Public Company Accounting Oversight Board
(PCAOB), sebuah badan pengawas yang dibentuk khusus untuk

mengawasi auditor eksternal.
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Penerapan SOX membawa perubahan mendasar dalam
praktik tata kelola perusahaan. Perusahaan publik kini harus
memastikan bahwa laporan keuangan mereka tidak hanya akurat
secara teknis, tetapi juga transparan dan  dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, SOX
memperkenalkan perlindungan bagi whistleblower yang
melaporkan pelanggaran di dalam perusahaan, sehingga
mendorong budaya keterbukaan dan pengawasan internal yang
lebih kuat. Regulasi ini juga memperketat sanksi pidana bagi
pelaku penipuan dan manipulasi keuangan, memberikan efek
jera yang lebih besar bagi pelaku kejahatan korporasi.

Namun, efektivitas SOX dan regulasi pasca-skandal
lainnya tidak lepas dari tantangan dan kritik. Beberapa kalangan
menilai bahwa penerapan SOX menimbulkan beban administratif
dan biaya kepatuhan yang tinggi bagi perusahaan, terutama
perusahaan kecil dan menengah. Selain itu, meskipun SOX
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kasus-kasus
kejahatan korporasi masih terus terjadi, menunjukkan bahwa
regulasi saja tidak cukup tanpa pengawasan yang konsisten dan
penegakan hukum yang tegas. Tantangan lain adalah adaptasi
regulasi terhadap perkembangan teknologi dan praktik bisnis
baru yang semakin kompleks, seperti transaksi lintas batas dan
penggunaan instrumen keuangan derivatif yang sulit diawasi.

Selain SOX, berbagai negara lain juga melakukan
reformasi regulasi yang sejalan dengan upaya memperkuat tata
kelola perusahaan dan pencegahan kejahatan korporasi. Di Uni
Eropa, misalnya, diterapkan berbagai direktif yang mengatur
transparansi laporan keuangan, perlindungan investor, dan
tanggung jawab sosial perusahaan. Regulasi ini bertujuan
menciptakan standar yang seragam di antara negara anggota

untuk menghindari arbitrase regulasi dan meningkatkan
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integritas pasar modal Eropa. Di Asia, beberapa negara seperti
Jepang dan Korea Selatan juga memperkuat regulasi korporasi
dengan fokus pada peningkatan transparansi dan pengawasan
internal.

Perkembangan regulasi pasca-skandal besar ini juga
menyoroti pentingnya peran lembaga pengawas dan penegak
hukum dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap
aturan yang berlaku. Pengawasan yang efektif memerlukan
koordinasi antara berbagai lembaga, termasuk otoritas pasar
modal, badan pengawas keuangan, dan aparat penegak hukum.
Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil dan media juga menjadi
elemen penting dalam mengawasi praktik korporasi dan
mengungkap pelanggaran yang terjadi. Dalam konteks global,
kerjasama antarnegara dalam penegakan hukum dan pertukaran
informasi menjadi semakin krusial mengingat sifat kejahatan
korporasi yang sering kali lintas batas.

Secara keseluruhan, regulasi pasca-skandal besar seperti
Sarbanes-Oxley Act menandai era baru dalam pengawasan
korporasi yang lebih ketat dan transparan. Meskipun masih
menghadapi berbagai tantangan, regulasi ini telah berhasil
meningkatkan kesadaran akan pentingnya tata kelola yang baik
dan akuntabilitas dalam dunia bisnis. Ke depan, pengembangan
regulasi harus terus beradaptasi dengan dinamika ekonomi dan
teknologi, serta memperkuat mekanisme penegakan hukum agar
kejahatan korporasi dapat dicegah dan ditindak secara efektif
demi menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik.
(Sarbanes-Oxley Act, 2002)(Coates, 2007)
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3. Analisis Evolusi Hukum Internasional dalam Mengatur
Kejahatan Korporasi

Perkembangan hukum internasional dalam mengatur
kejahatan korporasi merupakan refleksi dari kompleksitas dan
dinamika globalisasi ekonomi yang semakin menghubungkan
aktivitas bisnis lintas negara. Kejahatan korporasi yang bersifat
transnasional menimbulkan tantangan besar bagi sistem hukum
nasional yang pada dasarnya dibatasi oleh yurisdiksi negara
masing-masing. Oleh karena itu, evolusi hukum internasional
menjadi sangat penting sebagai kerangka kerja yang
memungkinkan negara-negara untuk berkoordinasi,
berkolaborasi, dan mengharmonisasi upaya penegakan hukum
terhadap praktik korporasi yang melanggar hukum di berbagai
belahan dunia.

Sejarah perkembangan hukum internasional terkait
kejahatan korporasi dapat ditelusuri melalui berbagai perjanjian,
konvensi, dan inisiatif multilateral yang muncul sejak pertengahan
abad ke-20. Pada awalnya, hukum internasional lebih banyak
berfokus pada pengaturan hubungan antarnegara dan
penyelesaian sengketa antarnegara, sementara aspek kejahatan
korporasi masih dianggap sebagai ranah hukum domestik.
Namun, dengan meningkatnya kasus-kasus korporasi yang
melibatkan pelanggaran lintas batas, seperti korupsi, pencucian
uang, dan penipuan keuangan, kebutuhan akan kerangka hukum
internasional yang mengatur perilaku korporasi menjadi semakin
mendesak.

Salah satu tonggak penting dalam evolusi hukum
internasional ini adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
Melawan Korupsi (United Nations Convention against
Corruption/lUNCAC) yang diadopsi pada tahun 2003 dan mulai
berlaku pada tahun 2005. UNCAC merupakan instrumen hukum
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internasional pertama yang secara komprehensif mengatur
pencegahan, penindakan, dan kerjasama internasional dalam
memberantas korupsi, termasuk korupsi yang melibatkan
korporasi. Konvensi ini mengatur berbagai aspek, mulai dari
transparansi  dalam  pengadaan  publik, perlindungan
whistleblower, hingga mekanisme ekstradisi dan pertukaran
informasi antarnegara. UNCAC juga menekankan pentingnya
tanggung jawab korporasi dan peran sektor swasta dalam
mencegah praktik korupsi, sehingga menjadi landasan penting
dalam pengembangan regulasi anti-korupsi di berbagai negara.

Selain  UNCAC, terdapat pula instrumen hukum
internasional lain yang berperan dalam mengatur kejahatan
korporasi, seperti Konvensi OECD tentang Anti-Korupsi (OECD
Anti-Bribery Convention) yang mulai berlaku pada tahun 1999.
Konvensi ini secara khusus menargetkan praktik suap terhadap
pejabat publik asing oleh perusahaan-perusahaan multinasional.
OECD Anti-Bribery Convention mengharuskan negaranegara
anggota untuk mengkriminalisasi suap asing dan menerapkan
mekanisme penegakan hukum yang efektif. Konvensi ini menjadi
acuan penting bagi banyak negara dalam merumuskan undang-
undang antisuap, termasuk Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
di Amerika Serikat dan Bribery Act di Inggris.

Kerjasama internasional dalam penegakan hukum
kejahatan korporasi juga diwujudkan melalui berbagai forum dan
jaringan antarpenegak hukum, seperti International Criminal
Police Organization (Interpol), Financial Action Task Force (FATF),
dan Global Forum on Transparency and Exchange of Information
for Tax Purposes. Organisasi-organisasi ini memfasilitasi
pertukaran informasi, koordinasi penyelidikan,  dan
pengembangan standar internasional untuk mengatasi praktik

kejahatan korporasi yang bersifat lintas batas. Misalnya, FATF

Kejahatan Korpora: 41



mengembangkan standar anti-pencucian uang dan pendanaan
terorisme yang diadopsi secara luas oleh negara-negara di
seluruh dunia, yang juga berkontribusi pada pengawasan
aktivitas keuangan korporasi.

Namun, meskipun telah ada berbagai instrumen dan
mekanisme internasional, penerapan hukum internasional dalam
mengatur kejahatan korporasi menghadapi sejumlah tantangan
yang kompleks. Pertama, perbedaan sistem hukum dan tingkat
kepatuhan antarnegara sering kali menjadi hambatan utama
dalam harmonisasi regulasi dan penegakan hukum. Negara-
negara dengan sistem hukum yang berbeda, seperti common law
dan civil law, memiliki pendekatan yang berbeda dalam
mengatur dan menindak kejahatan korporasi, sehingga
menyulitkan koordinasi lintas yurisdiksi. Selain itu, perbedaan
kepentingan politik dan ekonomi antarnegara juga dapat
mempengaruhi  komitmen  dan  efektivitas  kerjasama
internasional.

Kedua, sifat kejahatan korporasi yang sering kali
melibatkan struktur perusahaan yang kompleks dan tersembunyi,
seperti penggunaan anak perusahaan, special purpose vehicles,
dan transaksi lintas negara yang rumit, menyulitkan aparat
penegak hukum dalam mengidentifikasi dan membuktikan
pelanggaran. Hal ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya
dan kapasitas teknis di beberapa negara, terutama negara
berkembang, yang menghambat kemampuan mereka untuk
melakukan investigasi dan penuntutan yang efektif.

Ketiga, isu yurisdiksi menjadi tantangan besar dalam
penegakan hukum internasional terhadap kejahatan korporasi.
Kasus-kasus kejahatan korporasi sering kali melibatkan aktivitas di
beberapa negara sekaligus, sehingga menimbulkan pertanyaan

mengenai negara mana yang memiliki hak yurisdiksi untuk
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menyelidiki dan menuntut pelaku. Konflik yurisdiksi ini dapat
menyebabkan tumpang tindih atau bahkan kekosongan hukum,
di mana pelaku kejahatan dapat lolos dari penegakan hukum
dengan memanfaatkan celah tersebut.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, berbagai upaya
telah dilakukan, termasuk pengembangan prinsip-prinsip
ekstrateritorialitas dalam hukum pidana korporasi, di mana
negara dapat menuntut pelaku kejahatan korporasi yang
berdampak pada wilayahnya meskipun aktivitas tersebut terjadi
di luar negeri. Contohnya adalah penerapan FCPA oleh Amerika
Serikat yang  memiliki  cakupan  ekstrateritorial  luas,
memungkinkan penuntutan terhadap perusahaan dan individu
asing yang melakukan suap kepada pejabat asing. Pendekatan ini
meskipun efektif, juga menimbulkan kontroversi dan resistensi
dari negara lain yang menganggapnya sebagai pelanggaran
kedaulatan.

Selain itu, penguatan mekanisme kerjasama internasional
melalui perjanjian bilateral dan multilateral, seperti Mutual Legal
Assistance Treaties (MLATs), menjadi kunci dalam memperlancar
proses penyelidikan dan penuntutan kejahatan korporasi lintas
negara. MLATs memungkinkan pertukaran bukti, pemanggilan
saksi, dan koordinasi tindakan hukum antarnegara, sehingga
meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Namun, proses ini
sering kali lambat dan birokratis, sehingga masih memerlukan
perbaikan untuk menghadapi dinamika kejahatan korporasi yang
cepat dan kompleks.

Peran lembaga internasional juga semakin penting dalam
mengembangkan standar dan pedoman yang dapat diadopsi
secara global. Misalnya, OECD mengeluarkan Pedoman untuk
Perusahaan Multinasional (OECD Guidelines for Multinational

Enterprises) yang memberikan prinsip-prinsip tanggung jawab
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sosial dan etika bisnis yang harus dipatuhi oleh perusahaan
multinasional. Meskipun pedoman ini bersifat sukarela, mereka
menjadi acuan penting dalam mendorong praktik bisnis yang
bertanggung jawab dan transparan di tingkat global.

Dalam konteks ini, teknologi informasi dan digitalisasi juga
membuka peluang baru dalam pengawasan dan penegakan
hukum kejahatan korporasi. Penggunaan big data, analitik
forensik, dan sistem pelaporan elektronik memungkinkan deteksi
dini terhadap praktik korupsi, pencucian uang, dan manipulasi
keuangan. Namun, teknologi juga dapat dimanfaatkan oleh
pelaku kejahatan untuk menyembunyikan aktivitas ilegal,
sehingga menuntut pengembangan kapasitas teknis dan
kerjasama internasional yang lebih canggih.

Secara keseluruhan, evolusi hukum internasional dalam
mengatur kejahatan korporasi mencerminkan upaya global yang
terus berkembang untuk menghadapi tantangan kompleks dari
praktik korporasi yang melanggar hukum. Meskipun telah banyak
kemajuan, masih terdapat kebutuhan mendesak untuk
memperkuat harmonisasi regulasi, meningkatkan kapasitas
penegak hukum, dan memperdalam kerjasama lintas negara agar
penegakan hukum dapat berjalan efektif dan berkeadilan. Ke
depan, pengembangan hukum internasional harus mampu
menyesuaikan diri dengan perubahan cepat dalam dunia bisnis
dan teknologi, serta memperhatikan aspek keadilan sosial dan
perlindungan hak asasi manusia dalam konteks global.(United
Nations Office on Drugs and Crime, 2023) (OECD, 2021)

(Transparency International, 2022)

4. Studi Kasus Regulasi: Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) adalah salah satu
regulasi paling berpengaruh dan penting dalam upaya global
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memberantas korupsi korporasi, khususnya yang melibatkan
praktik suap terhadap pejabat asing. Disahkan oleh Kongres
Amerika Serikat pada tahun 1977, FCPA menjadi tonggak sejarah
dalam penegakan hukum anti-korupsi internasional dan menjadi
model bagi banyak negara dalam merumuskan regulasi serupa.
Undang-undang ini tidak hanya mengatur
perusahaanperusahaan Amerika Serikat, tetapi juga memiliki
cakupan ekstrateritorial yang luas, sehingga dapat menjerat
perusahaan dan individu asing yang melakukan praktik korupsi
yang berdampak pada kepentingan AS.

Latar belakang pembentukan FCPA bermula dari
serangkaian skandal korupsi yang melibatkan perusahaan-
perusahaan Amerika Serikat pada awal 1970-an, di mana
terungkap bahwa sejumlah perusahaan besar secara sistematis
memberikan suap kepada pejabat asing untuk memenangkan
kontrak bisnis dan memperoleh keuntungan tidak sah. Skandal ini
memicu kemarahan publik dan tekanan politik yang kuat untuk
mengatasi praktik korupsi yang merusak integritas bisnis dan
merugikan persaingan yang sehat. Sebagai respons, FCPA
dirancang untuk mengkriminalisasi praktik suap tersebut dan
memperkenalkan kewajiban transparansi dalam pencatatan
keuangan perusahaan.

FCPA terdiri dari dua bagian utama: ketentuan anti-suap
(anti-bribery  provisions) dan ketentuan pencatatan dan
pengendalian akuntansi (accounting provisions). Bagian anti-
suap melarang pemberian, janji, atau tawaran suap kepada
pejabat asing dengan tujuan mempengaruhi keputusan bisnis
atau memperoleh keuntungan tidak sah. Ketentuan ini berlaku
tidak hanya untuk perusahaan dan individu warga negara
Amerika Serikat, tetapi juga untuk entitas asing yang terdaftar di

pasar modal AS atau melakukan aktivitas bisnis yang
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berhubungan dengan AS. Bagian pencatatan dan pengendalian
akuntansi mengharuskan perusahaan publik untuk menjaga
catatan keuangan yang akurat dan transparan serta menerapkan
sistem pengendalian internal yang memadai untuk mencegah
dan mendeteksi praktik korupsi.

Penegakan hukum FCPA dilakukan oleh dua lembaga
utama, vyaitu Departemen Kehakiman Amerika Serikat
(Department of Justice/DOJ) dan Securities and Exchange
Commission (SEC). DOJ bertanggung jawab atas penuntutan
pidana, sedangkan SEC menangani pelanggaran perdata terkait
pelaporan keuangan. Sejak diberlakukan, FCPA telah menjadi
alat yang efektif dalam menindak perusahaan dan individu yang
terlibat dalam praktik suap, dengan berbagai kasus penegakan
hukum yang mencakup denda besar, hukuman penjara, dan
perintah remedial yang ketat.

Salah satu contoh kasus penegakan FCPA yang paling
terkenal adalah kasus Siemens AG pada tahun 2008. Siemens,
perusahaan teknologi dan manufaktur asal Jerman, didenda lebih
dari 800 juta dolar AS setelah terbukti melakukan suap kepada
pejabat pemerintah di berbagai negara untuk memenangkan
kontrak bisnis. Kasus ini menjadi salah satu denda terbesar dalam
sejarah penegakan FCPA dan menandai komitmen serius
pemerintah AS dalam memberantas korupsi korporasi lintas
negara. Siemens juga diwajibkan untuk memperbaiki sistem
kepatuhan internalnya dan menjalani pengawasan ketat selama
beberapa tahun setelah penyelesaian kasus.

Kasus lain yang menonjol adalah penuntutan terhadap
perusahaan minyak dan gas asal Inggris, Rolls-Royce, yang pada
tahun 2017 menyetujui penyelesaian denda sebesar 800 juta
dolar AS terkait tuduhan suap di berbagai negara. Meskipun

bukan  perusahaan AS, RollsRoyce terkena cakupan
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ekstrateritorial FCPA karena terdaftar di pasar modal AS dan
melakukan transaksi yang melibatkan sistem keuangan AS. Kasus
ini  menunjukkan bagaimana FCPA dapat menjangkau
perusahaan multinasional dari berbagai negara dan memperkuat
pengawasan terhadap praktik korupsi global.

Dampak FCPA terhadap praktik bisnis global sangat
signifikan.  Undangundang ini mendorong perusahaan-
perusahaan  multinasional untuk membangun  program
kepatuhan (compliance programs) yang ketat, termasuk pelatihan
anti-korupsi, audit internal, dan mekanisme pelaporan
pelanggaran. Banyak perusahaan kini mengadopsi kebijakan nol
toleransi terhadap suap dan korupsi sebagai bagian dari strategi
bisnis mereka untuk menghindari risiko hukum dan reputasi.
Selain itu, FCPA juga memicu peningkatan kesadaran akan
pentingnya transparansi dan etika bisnis di tingkat global, yang
berkontribusi pada perbaikan tata kelola perusahaan dan
pengurangan praktik korupsi.

Namun, penerapan FCPA juga menghadapi kritik dan
tantangan. Beberapa pihak menilai bahwa cakupan
ekstrateritorial FCPA dapat menimbulkan ketegangan diplomatik
dan dianggap sebagai bentuk intervensi hukum yang berlebihan
oleh Amerika Serikat terhadap perusahaan asing. Selain itu,
kompleksitas hukum dan biaya kepatuhan yang tinggi menjadi
beban bagi perusahaan, terutama yang beroperasi di negara-
negara dengan risiko korupsi tinggi. Tantangan lain adalah
kesulitan dalam membuktikan unsur suap dan niat jahat dalam
praktik bisnis yang sering kali melibatkan transaksi yang rumit dan
tersembunyi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah AS dan
lembaga penegak hukum terus mengembangkan pedoman dan

praktik terbaik dalam penegakan FCPA, termasuk kerja sama

Kejahatan Korpora: 47



dengan otoritas penegak hukum di negara lain dan penggunaan
teknologi untuk mendeteksi praktik korupsi. Selain itu, terdapat
upaya untuk meningkatkan transparansi dan perlindungan bagi
whistleblower yang melaporkan pelanggaran, sehingga
memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal.

Secara keseluruhan, Foreign Corrupt Practices Act
merupakan regulasi yang sangat penting dalam kerangka hukum
internasional untuk memberantas korupsi korporasi. Dengan
cakupan yang luas dan penegakan yang tegas, FCPA telah
berhasil mengubah lanskap bisnis global menuju praktik yang
lebih etis dan transparan. Meskipun masih menghadapi berbagai
tantangan, FCPA tetap menjadi standar emas dalam regulasi anti-
korupsi dan menjadi inspirasi bagi banyak negara dalam
memperkuat sistem hukum mereka untuk melawan kejahatan
korporasi lintas batas. (U.S. Department of Justice, 2023) (SEC,
2023) (Transparency International, 2022) (OECD, 2021)

5. Studi Kasus Regulasi: Direktif Uni Eropa dan Peraturan Lokal
Uni Eropa (UE) telah memainkan peran sentral dalam
mengembangkan kerangka regulasi yang komprehensif untuk
mengatur  kejahatan  korporasi di  wilayahnya. Dengan
karakteristiknya sebagai blok ekonomi dan politik yang
menggabungkan berbagai negara anggota dengan sistem
hukum yang beragam, UE menghadapi tantangan unik dalam
menciptakan regulasi yang efektif dan seragam. Oleh karena itu,
UE mengembangkan berbagai direktif dan kebijakan yang
bertujuan tidak hanya untuk mencegah dan menindak kejahatan
korporasi, tetapi juga untuk mengharmonisasi standar tata kelola
perusahaan dan transparansi di seluruh negara anggotanya.
Salah satu instrumen utama dalam regulasi kejahatan

korporasi di UE adalah Direktif Transparansi (Transparency
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Directive) yang pertama kali diadopsi pada tahun 2004 dan
kemudian direvisi beberapa kali. Direktif ini mengatur kewajiban
perusahaan publik untuk mengungkapkan informasi keuangan
secara berkala dan transparan kepada publik dan investor.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan
mencegah manipulasi laporan keuangan yang dapat merugikan
pemegang saham dan pasar modal. Direktif ini juga menetapkan
standar pelaporan yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang
terdaftar di bursa saham di seluruh UE, sehingga menciptakan
keseragaman dalam praktik pelaporan keuangan lintas negara.

Selain itu, UE mengeluarkan Direktif Pasar Dalam
Instrumen Keuangan (Markets in Financial Instruments Directive,
MiFID) yang mengatur aktivitas pasar modal dan perdagangan
instrumen keuangan. MiFID bertujuan untuk meningkatkan
transparansi pasar, melindungi investor, dan mencegah praktik
manipulasi pasar yang termasuk dalam kategori kejahatan
korporasi. Direktif ini juga memperkuat pengawasan terhadap
pelaku pasar dan memperkenalkan mekanisme pelaporan
transaksi yang lebih ketat. MiFID telah mengalami revisi menjadi
MiFID Il pada tahun 2018, yang memperluas cakupan regulasi
dan memperketat persyaratan kepatuhan bagi perusahaan
keuangan di UE.

Dalam konteks anti-korupsi, UE mengadopsi berbagai
kebijakan dan direktif yang menargetkan praktik suap dan korupsi
dalam sektor publik dan swasta. Contohnya adalah Direktif Anti-
Penyuapan (Anti-Bribery Directive) yang mengharmonisasi aturan
pidana terkait suap di seluruh negara anggota. Direktif ini
mengharuskan negara anggota untuk mengkriminalisasi suap
baik di sektor publik maupun swasta, serta menetapkan sanksi
yang efektif dan proporsional. Selain itu, UE juga mengeluarkan

Pedoman Kepatuhan Anti-Korupsi yang memberikan panduan
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bagi perusahaan dalam membangun program kepatuhan yang
efektif untuk mencegah praktik korupsi.

Peraturan lokal di negara-negara anggota UE juga
memainkan peran penting dalam penegakan hukum kejahatan
korporasi. Meskipun direktif UE memberikan kerangka umum,
implementasi dan penegakan regulasi tetap menjadi tanggung
jawab masing-masing negara anggota. Negaranegara seperti
Jerman, Prancis, dan Belanda memiliki sistem hukum yang kuat
dan lembaga pengawas yang aktif dalam menindak pelanggaran
korporasi. Misalnya, Jerman menerapkan Undang-Undang Anti-
Korupsi yang ketat dan memiliki lembaga khusus untuk
mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi tersebut. Di
Prancis, otoritas pasar keuangan (Autorité des marchés
financiers/AMF) memiliki peran penting dalam mengawasi
transparansi dan integritas pasar modal.

Perbandingan efektivitas regulasi di berbagai yurisdiksi
UE menunjukkan variasi yang signifikan, yang dipengaruhi oleh
faktor-faktor seperti kapasitas lembaga pengawas, budaya
hukum, dan tingkat kepatuhan perusahaan. Negara-negara
dengan sistem hukum yang lebih kuat dan tradisi penegakan
hukum yang konsisten cenderung memiliki tingkat kepatuhan
yang lebih tinggi dan kasus kejahatan korporasi yang lebih
sedikit. Sebaliknya, di beberapa negara anggota dengan
kapasitas pengawasan yang terbatas, tantangan dalam
penegakan hukum masih cukup besar, sehingga memerlukan
dukungan dan koordinasi dari tingkat UE.

Selain itu, harmonisasi regulasi di UE juga menghadapi
tantangan dalam hal perbedaan interpretasi dan penerapan
direktif oleh negara anggota. Meskipun direktif memberikan
kerangka hukum vyang harus diadopsi, fleksibilitas dalam

implementasi sering kali menyebabkan ketidaksesuaian standar
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dan praktik di lapangan. Hal ini dapat menciptakan celah hukum
yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari
kewajiban hukum atau melakukan arbitrase regulasi antarnegara
anggota. Oleh karena itu, UE terus berupaya memperkuat
mekanisme pengawasan dan koordinasi antarnegara, termasuk
melalui European Securities and Markets Authority (ESMA) yang
berfungsi sebagai badan pengawas pasar modal di tingkat UE.

Peran ESMA sangat penting dalam memastikan
konsistensi penerapan regulasi pasar modal dan perlindungan
investor di seluruh UE. ESMA memberikan panduan teknis,
mengawasi pelaksanaan regulasi, dan memfasilitasi pertukaran
informasi antarotoritas nasional. Dengan demikian, ESMA
membantu mengurangi disparitas dalam penegakan hukum dan
meningkatkan efektivitas regulasi kejahatan korporasi di tingkat
regional.

Selain itu, UE juga mengembangkan inisiatif untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan melalui
regulasi terkait tanggung jawab sosial perusahaan (corporate
social  responsibility/CSR) dan  pelaporan keberlanjutan
(sustainability reporting). Regulasi ini mendorong perusahaan
untuk mengungkapkan dampak sosial, lingkungan, dan tata
kelola dalam laporan tahunan mereka, yang secara tidak
langsung berkontribusi pada pencegahan praktik korporasi yang
merugikan masyarakat dan lingkungan. Pendekatan ini
mencerminkan tren global dalam memperluas cakupan regulasi
korporasi tidak hanya pada aspek keuangan, tetapi juga pada
aspek etika dan keberlanjutan.

Dalam konteks penegakan hukum, beberapa negara
anggota UE telah mengadopsi pendekatan inovatif seperti
pembentukan unit khusus untuk menangani kejahatan korporasi

dan korupsi, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum
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melalui pelatihan dan teknologi forensik. Contohnya, Belanda
memiliki National Public Prosecutor’'s Office yang fokus pada
kejahatan ekonomi dan korporasi, sementara Prancis
mengembangkan  sistem  pelaporan  elektronik  untuk
memudahkan pengaduan pelanggaran oleh whistleblower.
Pendekatan-pendekatan ini meningkatkan efektivitas deteksi dan
penindakan kejahatan korporasi di tingkat nasional.

Namun, meskipun telah banyak kemajuan, tantangan
dalam penegakan regulasi kejahatan korporasi di UE tetap ada.
Kompleksitas struktur perusahaan multinasional, penggunaan
anak perusahaan di berbagai yurisdiksi, dan praktik perencanaan
pajak agresif sering kali menyulitkan pengawasan dan
penuntutan. Selain itu, perbedaan budaya hukum dan politik
antarnegara anggota dapat mempengaruhi prioritas dan sumber
daya yang dialokasikan untuk penegakan hukum. Oleh karena itu,
penguatan kerjasama lintas negara dan harmonisasi regulasi
tetap menjadi agenda utama UE dalam menghadapi kejahatan
korporasi.

Secara keseluruhan, direktif Uni Eropa dan peraturan lokal
di negara anggota membentuk kerangka regulasi yang kuat dan
dinamis dalam mengatur kejahatan korporasi. Melalui
harmonisasi standar, pengawasan terpusat, dan peningkatan
kapasitas penegak hukum, UE berupaya menciptakan lingkungan
bisnis yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pendekatan
multilevel ini menjadi model penting dalam pengembangan
regulasi korporasi di tingkat regional dan global, yang dapat
diadaptasi oleh blok ekonomi dan negara lain dalam menghadapi

kompleksitas kejahatan korporasi lintas batas.
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D. Tantangan dalam Penerapan Regulasi Lintas Batas

Penerapan regulasi kejahatan korporasi lintas batas
menghadirkan  tantangan yang sangat kompleks dan
multidimensional, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek
hukum, tetapi juga melibatkan faktor politik, ekonomi, dan sosial.
Kejahatan korporasi yang bersifat transnasional sering kali
memanfaatkan  perbedaan  sistem  hukum, kelemahan
pengawasan, dan celah regulasi di berbagai negara untuk
melancarkan praktik ilegalnya. Oleh karena itu, upaya penegakan
hukum dan regulasi yang efektif memerlukan koordinasi dan
kerjasama internasional yang erat, serta adaptasi regulasi yang
mampu mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam
konteks global.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan regulasi
lintas batas adalah perbedaan sistem hukum dan yurisdiksi
antarnegara. Setiap negara memiliki sistem hukum yang unik,
baik dari segi substansi hukum, prosedur penegakan, maupun
budaya hukum yang berlaku. Perbedaan ini menciptakan
kesulitan dalam harmonisasi regulasi dan koordinasi penegakan
hukum. Misalnya, negara-negara dengan sistem common law dan
civil law memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur dan
menuntut kejahatan korporasi, sehingga proses penyelidikan dan
penuntutan dapat berjalan tidak sinkron. Selain itu, perbedaan
definisi dan klasifikasi kejahatan korporasi di berbagai yurisdiksi
juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat
dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari sanksi.

Yurisdiksi menjadi isu krusial dalam konteks kejahatan
korporasi lintas negara. Kasus-kasus kejahatan korporasi sering
kali melibatkan aktivitas yang tersebar di berbagai negara, mulai
dari lokasi kantor pusat, anak perusahaan, hingga transaksi

keuangan yang melibatkan banyak yurisdiksi. Hal ini
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menimbulkan pertanyaan mengenai negara mana yang berhak
melakukan penyelidikan dan penuntutan, serta bagaimana
menghindari konflik yurisdiksi yang dapat menghambat proses
hukum. Dalam beberapa kasus, negara-negara dapat saling
menolak permintaan bantuan hukum atau menunda proses
ekstradisi karena alasan politik atau kepentingan nasional,
sehingga pelaku kejahatan korporasi dapat lolos dari penegakan
hukum.

Perbedaan kepentingan politik dan ekonomi antarnegara
juga menjadi hambatan signifikan dalam penerapan regulasi
lintas batas. Negaranegara dengan kepentingan ekonomi yang
kuat terhadap perusahaan multinasional tertentu mungkin
enggan untuk melakukan tindakan hukum yang dapat merugikan
investasi atau hubungan diplomatik. Selain itu, perbedaan
prioritas dalam penegakan hukum dan sumber daya yang
tersedia juga mempengaruhi efektivitas kerjasama internasional.
Negaranegara berkembang, misalnya, sering kali menghadapi
keterbatasan kapasitas teknis dan sumber daya manusia dalam
melakukan investigasi dan penuntutan kejahatan korporasi yang
kompleks, sehingga bergantung pada bantuan dari negara maju
atau lembaga internasional.

Hambatan praktis lainnya meliputi perbedaan bahasa,
budaya, dan sistem administrasi yang memperlambat proses
pertukaran informasi dan koordinasi antarpenegak hukum.
Prosedur Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) yang
digunakan untuk pertukaran bukti dan informasi antarnegara
sering kali memakan waktu lama dan birokratis, sehingga tidak
responsif terhadap kebutuhan penyelidikan yang cepat dan
dinamis. Selain itu, kurangnya standar teknis dan interoperabilitas
sistem informasi antarnegara juga menghambat efektivitas

pengawasan dan penegakan hukum lintas batas.
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Dalam menghadapi tantangan tersebut, berbagai solusi
dan inisiatif telah dikembangkan untuk meningkatkan kerjasama
internasional dalam penegakan hukum kejahatan korporasi. Salah
satu pendekatan penting adalah harmonisasi regulasi melalui
perjanjian multilateral dan konvensi internasional, seperti United
Nations Convention against Corruption (UNCAC) dan OECD Anti-
Bribery Convention. Instrumen-instrumen ini menyediakan
kerangka hukum yang seragam dan mekanisme kerjasama yang
memudahkan koordinasi antarnegara dalam pencegahan dan
penindakan korupsi dan kejahatan korporasi lainnya.

Penguatan mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA)
juga menjadi fokus utama dalam meningkatkan efektivitas
penegakan hukum lintas batas. Upaya untuk mempercepat
proses permintaan bantuan hukum, menyederhanakan prosedur
administratif, dan meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan
MLA dapat mengurangi hambatan birokrasi dan mempercepat
penyelidikan. Selain itu, pengembangan jaringan kerja sama
antarpenegak hukum, seperti International Criminal Police
Organization (Interpol) dan Financial Action Task Force (FATF),
memfasilitasi pertukaran informasi, koordinasi operasi, dan
pengembangan standar internasional yang dapat diadopsi
secara luas.

Teknologi informasi juga memainkan peran penting
dalam mengatasi tantangan penerapan regulasi lintas batas.
Penggunaan sistem pelaporan elektronik, big data analytics, dan
teknologi forensik digital memungkinkan deteksi dini dan
investigasi yang lebih efektif terhadap praktik kejahatan korporasi
yang tersembunyi dan kompleks. Namun, pemanfaatan teknologi
ini memerlukan investasi dalam kapasitas teknis dan pelatihan
sumber daya manusia, serta kerjasama internasional untuk

mengatasi isu keamanan data dan privasi.
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Perlindungan terhadap whistleblower juga menjadi
elemen kunci dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum
lintas batas. Negara-negara dan organisasi internasional semakin
menyadari pentingnya memberikan perlindungan hukum dan
insentif bagi pelapor pelanggaran di dalam perusahaan, yang
sering kali menjadi sumber informasi utama dalam mengungkap
kejahatan korporasi. Mekanisme pelaporan yang aman dan
terpercaya dapat mendorong keterbukaan dan akuntabilitas,
serta mempercepat proses investigasi.

Selain itu, pendekatan berbasis risiko dan pencegahan
juga semakin diadopsi dalam regulasi lintas batas. Regulasi
modern  menekankan  pentingnya program  kepatuhan
(compliance programs) yang efektif di dalam perusahaan, yang
meliputi pelatihan, audit internal, dan pengawasan berkelanjutan
untuk mencegah praktik ilegal sebelum terjadi. Pendekatan ini
mengurangi beban penegakan hukum dan meningkatkan
budaya etika bisnis secara global.

Namun, tantangan terbesar tetap terletak pada kesadaran
politik dan komitmen negara-negara untuk mengutamakan
penegakan hukum kejahatan korporasi di atas kepentingan
ekonomi atau diplomatik. Tanpa komitmen yang kuat dan
konsisten, upaya kerjasama internasional akan sulit mencapai
hasil yang optimal. Oleh karena itu, diplomasi hukum dan
advokasi global menjadi bagian penting dalam mendorong
negara-negara untuk memperkuat regulasi dan penegakan
hukum secara bersamasama.

Secara keseluruhan, penerapan regulasi kejahatan
korporasi lintas batas menghadapi berbagai tantangan yang
kompleks dan saling terkait, mulai dari perbedaan hukum dan
yurisdiksi, hambatan politik dan ekonomi, hingga kendala teknis

dan administratif. Mengatasi tantangan ini memerlukan
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pendekatan yang holistik dan kolaboratif, yang melibatkan
harmonisasi  regulasi, penguatan mekanisme kerjasama,
pemanfaatan teknologi, perlindungan whistleblower, serta
peningkatan kapasitas penegak hukum di seluruh dunia. Hanya
dengan upaya bersama yang terkoordinasi dan berkelanjutan,
penegakan hukum kejahatan korporasi lintas batas dapat berjalan
efektif dan memberikan perlindungan yang nyata bagi
masyarakat dan integritas pasar global.

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan Sejarah panjang
kejahatan korporasi dan perkembangan regulasi global yang
telah  dibahas  menunjukkan  betapa  kompleks dan
multidimensionalnya tantangan yang dihadapi dalam mengatasi
praktikpraktik ilegal yang dilakukan oleh entitas bisnis besar.
Kasus-kasus awal yang menggemparkan seperti Enron,
WorldCom, Parmalat, dan Lehman Brothers tidak hanya
mengungkapkan modus operandi manipulasi keuangan dan
penipuan yang sistematis, tetapi juga menyoroti kelemahan
mendasar dalam tata kelola perusahaan, pengawasan internal,
serta regulasi dan penegakan hukum yang ada pada masa itu.
Dampak dari skandal-skandal tersebut sangat luas, meliputi
kerugian finansial yang besar, hilangnya kepercayaan publik
terhadap institusi bisnis dan pasar modal, serta kerusakan sosial
dan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembelajaran
dari sejarah ini menjadi fondasi penting dalam merancang
regulasi dan kebijakan yang lebih efektif dan adaptif di masa
depan.

Perkembangan regulasi global yang mengikuti skandal-skandal
besar tersebut, seperti Sarbanes-Oxley Act di Amerika Serikat,
berbagai direktif Uni Eropa, dan instrumen hukum internasional

seperti Foreign
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Corrupt Practices Act (FCPA) dan United Nations
Convention against Corruption (UNCAC), menunjukkan upaya
kolektif dunia dalam memperkuat kerangka hukum dan
mekanisme pengawasan terhadap kejahatan korporasi. Regulasi-
regulasi ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas,
dan tata kelola perusahaan yang baik, serta memperkenalkan
sanksi yang lebih tegas dan perlindungan bagi pelapor
pelanggaran (whistleblower). Namun, meskipun telah terjadi
kemajuan signifikan, tantangan dalam penerapan regulasi lintas
batas tetap menjadi hambatan utama, terutama terkait
perbedaan sistem hukum, yurisdiksi, kapasitas penegak hukum,
dan kepentingan politik-ekonomi antarnegara.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi
kebijakan dapat diajukan untuk memperkuat regulasi dan
penegakan hukum kejahatan korporasi di tingkat nasional
maupun global. Pertama, harmonisasi regulasi antarnegara perlu
terus didorong agar tercipta standar hukum yang seragam dan
mekanisme penegakan yang terkoordinasi. Hal ini dapat
mengurangi celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh
pelaku kejahatan korporasi untuk menghindari sanksi. Kerjasama
internasional melalui perjanjian bilateral dan multilateral, serta
penguatan lembaga-lembaga internasional seperti OECD, PBB,
dan Interpol, harus diperkuat untuk mempercepat pertukaran
informasi dan koordinasi penyelidikan lintas negara.

Kedua, peningkatan kapasitas penegak hukum dan
lembaga pengawas di berbagai negara sangat penting, terutama
di negara berkembang yang sering kali memiliki keterbatasan
sumber daya dan teknologi. Investasi dalam pelatihan, teknologi
forensik digital, dan sistem pelaporan elektronik dapat
meningkatkan efektivitas deteksi dan penindakan kejahatan

korporasi. Selain itu, perlindungan hukum dan insentif bagi
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whistleblower harus diperkuat untuk mendorong keterbukaan
dan pengungkapan pelanggaran sejak dini.

Ketiga, regulasi harus terus beradaptasi dengan
perkembangan teknologi dan praktik bisnis baru yang semakin
kompleks, seperti transaksi lintas batas yang melibatkan anak
perusahaan dan special purpose vehicles, serta penggunaan
instrumen keuangan derivatif. Pendekatan berbasis risiko dan
pencegahan melalui program kepatuhan internal (compliance
programs) yang efektif harus menjadi bagian integral dari tata
kelola perusahaan. Regulasi juga perlu memperluas cakupan
pengawasan tidak hanya pada aspek keuangan, tetapi juga pada
aspek sosial dan lingkungan, sejalan dengan tren global dalam
corporate social responsibility dan sustainability reporting.

Keempat, penegakan hukum harus dilakukan secara
konsisten dan tegas tanpa pandang bulu, dengan sanksi yang
memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku kejahatan
korporasi. Transparansi dalam proses hukum dan keterlibatan
publik serta media juga penting untuk menjaga akuntabilitas dan
kepercayaan masyarakat. Pendekatan multidisipliner yang
melibatkan kolaborasi antara regulator, aparat penegak hukum,
sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil akan memperkuat
upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi.
Kelima, penelitian dan pengembangan kebijakan di masa depan
harus fokus pada pengembangan model regulasi yang responsif
terhadap dinamika global dan teknologi, serta memperhatikan
aspek keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Studi
komparatif antarnegara dan analisis data statistik yang mendalam
dapat memberikan wawasan baru dalam merumuskan kebijakan
yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pengembangan

indikator kinerja regulasi dan mekanisme evaluasi yang
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transparan akan membantu memastikan bahwa regulasi yang
diterapkan benar-benar memberikan dampak positif.

Secara keseluruhan, mengatasi kejahatan korporasi
memerlukan pendekatan yang komprehensif, terintegrasi, dan
berkelanjutan, yang  melibatkan  berbagai  pemangku
kepentingan di tingkat nasional dan internasional. Dengan
memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas penegakan
hukum, dan mendorong budaya bisnis yang etis dan transparan,
diharapkan kejahatan korporasi dapat diminimalisir, sehingga
menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, adil, dan

berkelanjutan bagi masyarakat global.(Friedrichs, 2010)
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BENTUK DAN JENIS KEJAHATAN
KORPORAS

A. Bentuk-Bentuk Kejahatan Korporasi
1. Penipuan (Fraud)

Penipuan (fraud) merupakan salah satu bentuk kejahatan
korporasi yang paling sering terjadi dalam dunia bisnis modern.
Perusahaan kerap kali menggunakan berbagai cara untuk
melakukan penipuan demi meraih keuntungan yang tidak sah,
menipu investor, atau mengelabui pemerintah. Berbagai teknik
manipulasi data keuangan dan aktivitas ilegal lain sengaja
dirancang agar tidak terdeteksi oleh pihak berwenang atau
auditor. Praktik-praktik ini jelas melanggar prinsip kejujuran,
transparansi, dan akuntabilitas yang menjadi dasar tata kelola
perusahaan yang sehat.

Salah satu modus penipuan yang kerap dilakukan adalah
penggunaan skema Ponzi, di mana perusahaan menipu investor
dengan menjanjikan keuntungan tinggi dari dana investor baru
untuk membayar investor lama. Selain itu, terdapat pula
manipulasi penjualan fiktif untuk meningkatkan pendapatan

perusahaan secara palsu. Teknik ini digunakan untuk menipu
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laporan keuangan agar tampak lebih sehat, padahal sebenarnya
tidak ada transaksi nyata yang terjadi.

Tidak sedikit pula perusahaan yang terlibat dalam
penyuapan pejabat publik demi memperoleh proyek
pemerintah. Tindakan ini sering dibarengi dengan pemalsuan
dokumen kontrak agar proses pengadaan barang atau jasa
terlihat sah. Pemalsuan seperti ini menimbulkan risiko hukum
yang berat, baik bagi pelaku individu maupun bagi perusahaan
secara keseluruhan, karena merusak reputasi dan integritas
lembaga.

Selain itu, penipuan juga muncul dalam bentuk penipuan
pajak yang menyebabkan kerugian besar bagi negara. Praktik
markup harga proyek untuk memperoleh keuntungan pribadi
pun tergolong sebagai penipuan, karena memanipulasi harga
melebihi nilai wajar untuk kepentingan individu atau kelompok.
Tidak jarang pula terjadi penyalahgunaan aset perusahaan oleh
pejabat internal untuk kepentingan pribadi, yang sesungguhnya
juga termasuk ke dalam kategori fraud.

Contoh konkret penipuan korporasi tercermin pada kasus
perusahaan X yang terungkap di tahun 2023. CFO perusahaan
tersebut memanipulasi laporan keuangan hingga menyebabkan
kerugian sebesar 26 miliar rupiah. Kasus ini menjadi sorotan
publik dan menegaskan bahwa kejahatan penipuan di level
korporasi berdampak sangat serius. Selain menimbulkan
kerugian finansial bagi negara, kasus penipuan juga bisa
menurunkan nilai saham perusahaan, menghancurkan karir
individu pelaku, serta memicu tuntutan hukum dan denda besar.

Secara lebih luas, penipuan korporasi merugikan
pemegang saham dan investor yang telah menanamkan modal
dengan itikad baik. Kecurangan ini berpotensi mengikis

kepercayaan publik terhadap dunia usaha, sekaligus
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mengganggu stabilitas sektor keuangan. Oleh sebab itu, tindakan
pencegahan dan pengawasan ketat perlu terus diperkuat untuk

meminimalkan risiko fraud di lingkungan korporasi.

2. Penipuan Keuangan

Penipuan keuangan adalah salah satu bentuk kejahatan
korporasi yang berdampak luas dan sangat merugikan banyak
pihak. Modusnya umumnya dilakukan oleh orang dalam
perusahaan dengan memanfaatkan celah akuntansi atau celah
regulasi, demi menyembunyikan kerugian atau memperindah
laporan keuangan agar terlihat baik di mata investor dan
regulator. Praktik seperti ini dapat merusak reputasi perusahaan
dan merugikan publik secara signifikan.

Beberapa pola penipuan keuangan sering muncul dalam
bentuk penyalahgunaan dana cadangan perusahaan untuk
menutupi kerugian yang sebenarnya harus dilaporkan. Selain itu,
pencatatan pendapatan yang diakui sebelum waktunya
(premature revenue recognition) juga sering dilakukan agar
laporan keuangan tampak lebih menguntungkan. Pembuatan
transaksi fiktif antar perusahaan dalam satu grup usaha adalah
modus lain untuk memindahkan dana atau menutupi utang agar
tidak terdeteksi pihak luar.

Manipulasi lain muncul dalam bentuk penyembunyian
kewajiban dan utang dari neraca keuangan, sehingga profil
perusahaan seolah lebih sehat dari kondisi riilnya. Penggunaan
metode akuntansi yang agresif pun menjadi celah, misalnya
dengan kapitalisasi biaya yang seharusnya langsung dibebankan
sebagai beban periode berjalan, hanya demi meningkatkan laba
di atas kertas. Manipulasi nilai aset agar perusahaan tampak
memiliki nilai yang lebih tinggi juga kerap terjadi sebagai bagian

dari skema menipu pasar dan pemegang saham.
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Praktik-praktik tersebut menciptakan ilusi keberhasilan
perusahaan, padahal di baliknya tersimpan risiko keuangan yang
sangat besar. Penggelapan dana perusahaan pun sering
menyertai pola penipuan ini, di mana sejumlah dana dialihkan
untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini
menimbulkan kerugian besar bagi pemegang saham yang
menaruh kepercayaan pada kinerja perusahaan.

Contoh kasus nyata penipuan keuangan misalnya terjadi
di perusahaan X pada tahun 2001, di mana Direktur perusahaan
memanipulasi laporan keuangan hingga menimbulkan kerugian
sebesar 43 miliar rupiah. Tindakannya mencakup penyembunyian
utang, pencatatan pendapatan fiktif, dan pengalihan dana
cadangan secara ilegal. Kasus ini kemudian terbongkar dan
memicu proses hukum yang panjang.

Dampak penipuan keuangan sangat serius. Selain
menghancurkan karir pelaku, peristiwa ini menimbulkan krisis
kepercayaan di sektor industri, memicu tuntutan hukum dan
denda besar, menurunkan nilai saham perusahaan, serta
memaksa regulator membuat aturan yang lebih ketat di masa
mendatang. Penipuan keuangan adalah peringatan keras bahwa
akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang kuat tidak bisa

dikompromikan dalam bisnis modern.

3. Penipuan Pajak

Penipuan pajak adalah salah satu bentuk kejahatan
korporasi yang merugikan negara secara langsung, karena
mengurangi penerimaan pajak yang semestinya digunakan untuk
pembangunan dan kesejahteraan publik. Pelaku biasanya
berusaha menekan kewajiban pajak dengan cara-cara ilegal,
meskipun di permukaan tampak mematuhi peraturan. Modus

penipuan pajak terus berkembang seiring meningkatnya
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kompleksitas sistem perpajakan, termasuk munculnya celah
hukum yang dimanfaatkan secara tidak etis oleh pelaku usaha.

Salah satu modus yang banyak ditemui adalah penyuapan
petugas pajak agar kewajiban pajak perusahaan dikurangi. Selain
itu, praktik transfer pricing atau pencatatan transaksi dengan nilai
tidak wajar (transfer mispricing) juga sering digunakan, di mana
perusahaan memindahkan laba ke negara dengan pajak lebih
rendah. Tindakan ini memanfaatkan rekayasa harga antar anak
perusahaan dalam satu grup, sehingga keuntungan di negara
pajak tinggi menjadi lebih kecil.

Modus lain adalah penghindaran pajak melalui pemalsuan
dokumen, baik berupa dokumen transaksi maupun laporan biaya
operasional untuk menurunkan laba kena pajak. Pembuatan
perusahaan shell atau perusahaan boneka juga menjadi strategi
untuk mengalihkan pendapatan ke yurisdiksi pajak rendah. Selain
itu, penyembunyian pendapatan di rekening offshore juga marak
terjadi, mempersulit otoritas pajak untuk melakukan penelusuran.

Tidak sedikit pelaku yang menyalahgunakan fasilitas tax
holiday atau insentif pajak secara tidak sah. Bahkan, ada
perusahaan yang membuat faktur pajak fiktif untuk mengklaim
pengembalian pajak yang sebenarnya tidak berhak. Semua
strategi ini dirancang demi satu tujuan: menurunkan kewajiban
pajak tanpa mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Contoh nyata penipuan pajak pernah terjadi di
perusahaan X pada tahun 2013, di mana CFO perusahaan terlibat
dalam skema transfer pricing dan pembuatan dokumen palsu.
Akibat praktik ilegal ini, negara dirugikan hingga 71 miliar rupiah.
Kasus tersebut kemudian terbongkar oleh audit khusus dan
berujung proses hukum panjang bagi para pelaku.

Dampak dari penipuan pajak sangat signifikan. Selain

menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tindakan ini

Kejahatan Korpora: 65



merusak reputasi perusahaan, menurunkan nilai saham, memicu
tuntutan hukum serta denda besar, dan mengurangi kepercayaan
publik terhadap dunia usaha. Oleh karena itu, penegakan hukum
dan pengawasan perpajakan yang ketat harus terus diperkuat
untuk menutup peluang bagi korporasi yang mencoba

melakukan praktik curang serupa.

4. Insider Trading

Insider trading adalah salah satu bentuk kejahatan
korporasi yang sangat merusak kepercayaan publik terhadap
pasar modal. Tindakan ini dilakukan oleh orang dalam
perusahaan atau pihak yang memiliki akses informasi material
non-publik, lalu  memanfaatkannya untuk mendapatkan
keuntungan dalam transaksi efek. Meski di permukaan terlihat
legal karena pelaku membeli atau menjual saham atas nama
pribadi, praktik ini sebenarnya menyalahi hukum dan prinsip
keadilan pasar.

Bentuk insider trading sering melibatkan direktur atau
pejabat tinggi yang membeli saham sebelum pengumuman
laporan keuangan positif, atau menjual saham sebelum kabar
buruk dipublikasikan ke publik. Tindakan ini memberi
keuntungan yang tidak adil, karena investor lain tidak memiliki
informasi setara pada saat yang sama. Akibatnya, terjadi
ketimpangan informasi di pasar yang dapat menciptakan
kerugian bagi pemegang saham lain.

Selain itu, insider trading juga sering dilakukan oleh analis
atau pegawai yang memegang informasi internal, lalu
menggunakan data rahasia tersebut untuk memberi rekomendasi
saham kepada klien tertentu. Bahkan, keluarga dekat pejabat

perusahaan juga kerap terlibat dalam perdagangan saham
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berbasis informasi rahasia, karena dianggap memiliki akses tidak
resmi ke informasi material perusahaan.

Modus lain adalah pembelian opsi saham berdasarkan
data rahasia yang belum diumumkan ke publik. Contohnya, jika
seorang pegawai internal mengetahui perusahaan akan merger
dalam waktu dekat, ia bisa membeli opsi saham untuk meraup
keuntungan besar. Penyebaran informasi material non-publik
kepada pihak luar pun termasuk insider trading, sebab tetap
memanfaatkan informasi rahasia demi kepentingan tertentu.

Regulator seperti Securities and Exchange Commission
(SEC) di Amerika Serikat dan otoritas pasar modal di Indonesia
secara aktif menindak praktik insider trading. Pengawasan ini
penting karena penjualan saham besar-besaran sebelum
pengumuman kerugian atau kebangkrutan perusahaan dapat
memicu kepanikan pasar, yang pada gilirannya berpotensi
merusak stabilitas keuangan.

Kasus insider trading juga sering muncul ketika pegawai
perusahaan membocorkan informasi merger atau akuisisi ke
pihak luar. Hal ini membuat pihak luar bertransaksi berdasarkan
informasi rahasia, menciptakan keuntungan tidak wajar yang
melanggar prinsip keterbukaan. Praktik ini sulit dilacak karena
sering kali melibatkan jaringan keluarga atau rekan bisnis dekat
pelaku, tetapi tetap dianggap pelanggaran berat di banyak
yurisdiksi.

Contoh kasus nyata insider trading misalnya terjadi di
perusahaan X pada tahun 2020, ketika CFO perusahaan
membocorkan informasi penurunan kinerja ke beberapa pihak
sebelum publikasi resmi. Tindakan ini menyebabkan kerugian
pasar sekitar 52 miliar rupiah, dan berdampak pada proses

hukum panjang serta denda besar bagi pihak terkait.
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Dampak insider trading tidak bisa dianggap remeh. Selain
mengurangi kepercayaan publik terhadap pasar modal, praktik
ini menimbulkan potensi kerugian finansial besar, menurunkan
nilai saham, dan memicu regulasi yang lebih ketat di masa depan.
Ketika stabilitas pasar terguncang, tidak hanya investor yang
dirugikan, tetapi perekonomian nasional pun dapat ikut
terpengaruh. Karena itu, penegakan hukum dan edukasi pasar
menjadi kunci pencegahan insider trading di lingkungan

korporasi modern.

B. Jenis-Jenis Kejahatan Korporasi

Dokumen ini membahas berbagai jenis kejahatan
korporasi yang sering terjadi di Indonesia dan dunia. Kejahatan
korporasi dapat merugikan berbagai pihak termasuk masyarakat,
pemerintah, dan lingkungan. Berikut adalah penjelasan

mendetail tentang empat jenis utama kejahatan korporasi.

1. Kejahatan Lingkungan

Kejahatan lingkungan mencakup berbagai aktivitas
perusahaan yang merusak ekosistem dan lingkungan hidup.
Contohnya termasuk pembuangan limbah berbahaya secara
ilegal, pencemaran udara, dan perusakan hutan. Kasus terkenal
termasuk kebakaran hutan untuk perluasan lahan kelapa sawit
dan tumpahan minyak di laut. Dampaknya meliputi kerusakan
ekosistem, gangguan kesehatan masyarakat, dan perubahan
iklim. Secara hukum, perusahaan dapat dikenakan denda besar,
pencabutan izin usaha, bahkan tuntutan pidana.

Regulasi seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur
sanksi ini. Perusahaan seharusnya menerapkan prinsip tanggung

jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang ketat. Pencegahan dapat
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dilakukan melalui audit lingkungan rutin dan sistem pengelolaan
limbah yang baik.

2. Kejahatan Pajak dan Finansial

Kejahatan finansial korporasi termasuk penggelapan
pajak, pencucian uang, dan manipulasi laporan keuangan.
Transfer pricing ilegal sering digunakan untuk mengalihkan
keuntungan ke negara dengan pajak rendah. Contoh kasus
termasuk skandal Panama Papers yang mengungkap praktik
penghindaran pajak global. Perusahaan juga melakukan mark-up
proyek untuk mencuri dana perusahaan atau negara.Dampaknya
termasuk kerugian negara triliunan rupiah dan ketidakadilan
ekonomi. Otoritas pajak menggunakan sistem seperti e-faktur
dan pemeriksaan intensif untuk mendeteksi kecurangan.

Hukuman bisa berupa denda hingga 400% dari pajak yang
tidak dibayar dan pidana penjara bagi pelaku.Penerapan good
corporate governance dan transparansi keuangan dapat

mencegah kejahatan ini.

3. Kejahatan Tenaga Kerja

Eksploitasi pekerja meliputi upah di bawah minimum, jam
kerja berlebihan, dan kondisi kerja berbahaya. Banyak
perusahaan tidak memberikan jaminan sosial (BPJS) meski
diwajibkan undang-undang. Pekerja anak dan pekerja migran
sering menjadi korban perdagangan manusia modern. Contoh
kasus termasuk pabrik garmen dengan kondisi kerja mirip
penjara dan proyek konstruksi tanpa APD.Dampaknya mencakup
kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kerugian psikologis
pekerja. UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 mengatur hak
pekerja dan sanksi bagi pelanggar.
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Serikat pekerja dan inspeksi ketenagakerjaan berperan
penting dalam pengawasan.Perusahaan harus memenuhi standar

K3 dan memberikan pelatihan keselamatan kerja.

4. Kejahatan Konsumen

Penipuan konsumen termasuk iklan menyesatkan, produk
kadaluarsa, dan barang palsu.Banyak perusahaan
menyembunyikan efek samping produk atau komposisi yang
berbahaya.Kasus terkenal termasuk susu formula mengandung
melamin dan kosmetik dengan merkuri tinggi.Praktik monopoli
dan kartel juga merugikan konsumen dengan harga tinggi
buatan.

Dampaknya meliputi kerugian materi, gangguan
kesehatan, bahkan kematian konsumen. UU Perlindungan
Konsumen No. 8 Tahun 1999 memberikan dasar hukum untuk
gugatan konsumen.BPOM dan Kementerian Perdagangan
bertugas mengawasi produk dan praktik bisnis.

Konsumen harus kritis dengan memeriksa izin edar dan
melaporkan produk mencurigakan.Kejahatan korporasi memiliki
dampak luas terhadap masyarakat dan ekonomi. Pencegahan
memerlukan kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan
masyarakat. Dengan regulasi yang ketat dan pengawasan yang
baik, diharapkan praktik-praktik ilegal ini dapat diminimalisir.
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KONSEP, TEORI, DAN MEKANISME
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORAS

A. Konsep Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. Teori-teori yang Mendasari Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi
Pertanggungjawaban pidana korporasi muncul sebagai
respons terhadap kebutuhan hukum untuk mengatur dan
mengawasi tindakan korporasi sebagai entitas yang memiliki
peran besar dalam masyarakat dan ekonomi. Dalam teori hukum
pidana tradisional, pidana diterapkan kepada individu yang
melakukan tindakan melawan hukum. Namun, seiring
berkembangnya dunia bisnis, korporasi sebagai badan hukum
perlu memiliki mekanisme pertanggungjawaban tersendiri.
Beberapa teori utama yang menjadi dasar
pertanggungjawaban pidana korporasi adalah:
a. Teori Organik, Menganggap korporasi sebagai suatu
"organisme" yang memiliki kehendak dan kesadaran
sendiri terpisah dari individu pendirinya. Dalam

pandangan ini, tindakan pidana yang dilakukan oleh
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individu dalam korporasi bisa dianggap sebagai tindakan

korporasi jika merupakan bagian dari fungsi korporasi.

. Teori Vicarious Liability (Pertanggungjawaban Pengganti),

Teori ini mengadopsi prinsip bahwa korporasi
bertanggung jawab atas tindakan perwakilannya (seperti
direktur, manajer, karyawan) selama tindakan tersebut
dilakukan dalam lingkup tugas dan kepentingan
korporasi.

Teori ldentification (Identifikasi), Pendekatan ini menilai
bahwa hanya tindakan dari individu yang merupakan
"otak" atau "pemegang kekuasaan tertinggi" dalam
korporasi (seperti direktur utama) dapat dianggap
sebagai tindakan korporasi. Jadi, kesalahan individu yang
bisa diidentifikasi dan dihubungkan langsung dengan
keputusan korporasi dapat menjadikan korporasi

bertanggung jawab.

. Teori Fault of the Corporation, Berfokus pada kesalahan

yang melekat pada korporasi itu sendiri, misalnya melalui
kebijakan, prosedur, atau budaya perusahaan yang

memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum.

2. Perbedaan antara Pertanggungjawaban Individu dan

Korporasi

Pertanggungjawaban pidana tradisional diarahkan pada

individu, di mana unsur pidana seperti niat atau kesalahan pribadi

sangat penting. Sebaliknya, korporasi sebagai badan hukum

tidak memiliki pikiran, kehendak, atau niat secara literal. Oleh

karena itu, sistem hukum harus menerapkan pendekatan yang

memungkinkan pertanggungjawaban tanpa harus bergantung

pada konsep niat pribadi.

72

Perbedaan utama antara keduanya meliputi:

Dian Eka Kusuma Wardani



a. Subjek Pertanggungjawaban Individu adalah subjek
manusia yang secara fisik melakukan perbuatan,
sementara korporasi adalah badan hukum abstrak yang
bertindak melalui perwakilan manusia.

b. Unsur Psikis (Mens Rea) Pada individu, unsur psikis sangat
krusial berupa niat jahat atau kelalaian. Sedangkan pada
korporasi, niat korporasi dapat dijabarkan melalui niat
atau tindakan yang dilakukan oleh individu yang dapat
mewakili korporasi.

c. Responsibilitas dan Sanksi Individu dapat dihukum
dengan pidana badan (penjara), denda, atau sanksi
lainnya. Korporasi tidak dapat dipenjara sehingga sanksi
biasanya berupa denda, pembatasan operasional,
pencabutan izin, atau tindakan administratif lainnya.

d. Pembuktian Pembuktian terhadap korporasi seringkali
lebih kompleks karena harus mengidentifikasi tindakan
yang dilakukan oleh individu sebagai wakil korporasi dan

menghubungkannya dengan kepentingan korporasi.

3. Landasan Konseptual dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam  praktik  hukum  pidana di  Indonesia,
pertanggungjawaban pidana korporasi semakin diakui terutama
dalam konteks tindak pidana tertentu seperti korupsi,
pencemaran lingkungan, dan pelanggaran ketenagakerjaan.
Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
tradisional banyak menitikberatkan pada pertanggungjawaban
individu, peraturan khusus dan undang-undang sektoral mulai
mengakomodasi pertanggungjawaban korporasi.

Contoh regulasi yang mengatur pertanggungjawaban

pidana korporasi antara lain:
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a. Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (UU PPLH)

b. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Ketenagakerjaan

d. Peraturan-peraturan tentang pangan, obat-obatan, dan
lain-lain.

Pengadilan dan aparat penegak hukum mulai
menerapkan teori pertanggungjawaban dengan menilai
keterlibatan dan pengawasan manajemen korporasi dalam
tindakan melanggar hukum.

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Konsep
Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana
1. Pengantar dan Definisi

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan
konsep hukum yang mengatur bagaimana sebuah badan usaha
atau korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan-
tindakan pidana yang dilakukan dalam aktivitas bisnisnya. Dalam
perkembangan hukum pidana modern, peran korporasi sebagai
subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana semakin
penting, seiring dengan meningkatnya dampak korporasi
terhadap masyarakat, lingkungan, dan ekonomi.

Menurut Siahaan (2010), pertanggungjawaban pidana
korporasi adalah bentuk pertanggungjawaban hukum yang
diterapkan kepada korporasi sebagai badan hukum atas tindak
pidana yang terjadi akibat aktivitas korporasi, baik yang dilakukan
langsung oleh korporasi itu sendiri ataupun oleh perwakilannya.

Sedangkan menurut Simons (2013), dalam konteks hukum
pidana internasional, pertanggungjawaban pidana korporasi
mengacu pada penerapan sanksi pidana kepada entitas kolektif
yang bertindak melalui individu-individu dalam organisasi

tersebut.
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2. Teori dan Konsep Dasar Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi

Pada bagian ini akan diuraikan teori-teori utama dasar
pertanggungjawaban pidana korporasi, perbedaan dengan
pertanggungjawaban individu, serta dasar konseptual di balik
penerapan sanksi pidana kepada korporasi.
a. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam literatur hukum pidana, terdapat beberapa teori
yang menjadi dasar bagi pertanggungjawaban pidana korporasi,
antara lain:

1) Teori Organik, Teori ini menganggap korporasi sebagai
entitas yang memiliki kehendak dan kesadaran sendiri,
terlepas dari individu yang berperan di dalamnya. Oleh
karena itu, perbuatan yang diwakili individu dapat
digolongkan sebagai perbuatan korporasi jika dilakukan
dalam lingkup tugas dan fungsi korporasi (Hart, 1968).

2) Teori Vicarious Liability (Pertanggungjawaban Pengganti),
Korporasi dipertanggungjawabkan atas tindakan yang
dilakukan oleh pegawainya atau wakilnya selama tindakan
tersebut sesuai dengan tugas dan wewenang yang
diberikan dalam organisasi (Friedman, 1970).

3) Teori |dentification (ldentifikasi), Teori ini membatasi
pertanggungjawaban korporasi pada tindakan individu
yang merupakan representasi "otak" korporasi, seperti
direksi atau pejabat tertinggi yang mempunyai kewenangan
membuat keputusan strategis (Kelman, 1982).

4) Teori Fault of the Corporation, Fokus pada kesalahan yang
melekat pada kebijakan atau sistem yang diterapkan oleh
korporasi yang mengakibatkan tindak pidana, misalnya
kegagalan pengawasan internal dan kebijakan yang
membiarkan pelanggaran (Robinson, 2002).
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b. Perbedaan dengan Pertanggungjawaban Individu

Dalam hukum pidana tradisional, pertanggungjawaban
pidana diarahkan pada manusia sebagai subjek yang memiliki
unsur kesengajaan (mens rea) dan tindakan nyata (actus reus).
Namun, korporasi sebagai badan hukum adalah entitas abstrak
yang beroperasi melalui perwakilan manusia. Oleh karena itu,
terdapat perbedaan signifikan dalam konsep

pertanggungjawaban sebagai berikut:

Aspek Individu Korporasi
Subjek Manusia dengan Badan hukum yang
Pertanggung kesadaran dan bertindak melalui
jawaban kehendak wakil
. Diberlakukan Ditentukan melalui
Unsur Psikis ) _
langsung, niat dan niat/perbuatan
(Mens Rea) ) .
kesengajaan perwakilan
Denda, pencabutan
Bentuk Penjara, denda, o p
. e izin, tindakan
Sanksi rehabilitasi o _
administratif
Melibatkan bukti Melibatkan
Pembuktian langsung niat dan identifikasi tindakan
perbuatan wakil korporasi

c. Landasan Konseptual dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam praktik hukum di Indonesia, pertanggungjawaban
pidana korporasi telah mulai diakomodasi terutama melalui
undang-undang sektoral. Meski KUHP belum secara eksplisit

mengatur pertanggungjawaban korporasi, beberapa undang-
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undang seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah memberi
ruang bagi pertanggungjawaban korporasi.

Putusan Mahkamah Agung dan praktek Kepolisian serta
Kejaksaan semakin menguatkan dimensi ini. Contohnya, kasus
korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang melibatkan

korporasi sebagai terpidana.

d. Landasan Hukum di Indonesia dan Internasional
1) Landasan Hukum di Indonesia

Di Indonesia, pertanggungjawaban pidana korporasi
belum secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), namun telah ditemukan pengaturan
dan pengakuan dalam berbagai undang-undang sektoral,
yurisprudensi, serta praktik penegakan hukum.

2) KUHP dan Ketidakjelasan Pertanggungjawaban Korporasi

KUHP sebagai landasan utama hukum pidana
Indonesia, pada dasarnya memfokuskan
pertanggungjawaban pidana kepada individu manusia. Pasal-
pasal dalam KUHP mendefinisikan subjek hukum pidana
sebagai orang perorangan, sehingga terdapat kesulitan bagi
aparat penegak hukum untuk menerapkan sanksi pidana
secara langsung kepada badan hukum.

Namun demikian, Pasal 1365 KUHPerdata mengatur
tentang tanggung jawab perdata korporasi, yang seringkali
menjadi pijakan awal dalam merumuskan
pertanggungjawaban pidana korporasi melalui analogi
hukum perdata.

3) Undang-Undang Sektoral yang Mengatur

Pertanggungjawaban Korporasi
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Berikut beberapa peraturan perundang-undangan di

Indonesia yang  mengandung  ketentuan  tentang

pertanggungjawaban pidana korporasi:

(a)

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 116 dan 117
menyebutkan bahwa korporasi dapat dipidana karena
melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup. Korporasi sebagai subjek hukum dapat dijatuhi
sanksi pidana, baik berupa denda maupun tindakan

administratif lainnya.

(b) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung
melalui putusan-putusan strategis mengakui
kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi
yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, khususnya
korporasi yang berperan sebagai penyelenggara proyek
bidang publik.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Dalam hal pelanggaran konsumen, korporasi dapat
dikenakan pertanggungjawaban pidana dan denda

administratif.

(d) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Memuat ketentuan sanksi pidana bagi korporasi yang
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penanaman

modal.

Pengaturan-pengaturan di atas secara tidak langsung

mencerminkan upaya legislasi Indonesia untuk mengakomodir

pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi meskipun KUHP

sebagai hukum pokok belum mengatur secara eksplisit.
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e. Yurisprudensi dan Penegakan Hukum

Dalam praktiknya, Pengadilan Indonesia beberapa kali
mengadili perkara yang melibatkan korporasi sebagai tersangka.
Misalnya, putusan Mahkamah Agung terhadap perkara
pencemaran lingkungan oleh perusahaan pertambangan yang
menyebabkan kerusakan ekosistem.

Penegakan hukum dari kepolisian dan kejaksaan juga
semakin ekspansif dalam mengusut tindak pidana yang
melibatkan korporasi, terutama yang berhubungan dengan
korupsi,  pencemaran  lingkungan, dan  pelanggaran
ketenagakerjaan.

f.  Landasan Hukum Internasional
Di  tingkat internasional, = pengakuan  terhadap
pertanggungjawaban pidana korporasi semakin berkembang
sebagai respons atas kompleksitas pelanggaran hukum yang
dilakukan melalui atau oleh entitas korporasi yang memiliki
pengaruh luas.
1)  Prinsip-Prinsip Umum Pertanggungjawaban Korporasi
Beberapa instrumen internasional dan norma yang
menjadi acuan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi:

a) Prinsip-prinsip  Panduan OECD, tentang Perusahaan
Multinasional Mendorong tanggung jawab perusahaan
terhadap kepatuhan hukum dan norma internasional,
termasuk aspek sosial dan lingkungan.

b) United Nations Guiding Principles on Business and Human
Rights (UNGPs), Menegaskan kewajiban negara untuk
melindungi hak asasi manusia dan tanggung jawab
perusahaan untuk menghormati hak asasi, termasuk

mekanisme remediasi.
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c) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi
(UNCAC), Mengatur kewajiban negara-negara anggota
untuk memberantas korupsi yang juga dapat melibatkan

pertanggungjawaban korporasi.

2) Pengakuan Pertanggungjawaban Pidana di Negara Lain
Negara-negara maju sudah lebih dulu
mengintegrasikan pertanggungjawaban pidana korporasi
dalam sistem hukum mereka, dengan berbagai model
pemeriksaan dan sanksi yang berbeda, di antaranya:

a) Amerika Serikat Memiliki sistem dengan konsep
"corporate criminal liability" dan banyak diterapkan
melalui penuntutan Department of Justice terhadap
perusahaan yang terlibat pelanggaran pidana, seperti
kasus Enron dan Volkswagen.

b) Inggris Menggunakan pendekatan "ldentification
Doctrine" dan juga mensyaratkan penerapan sistem
compliance dan corporate governance sebagai dasar
menilai kesalahan korporasi.

c) Jerman dan Prancis Memiliki peraturan khusus yang
mengatur tanggung jawab pidana secara jelas bagi
badan hukum, termasuk mekanisme sanksi administratif
dan denda besar.

g. Arah Perkembangan Hukum Pidana Korporasi Internasional
Perkembangan hukum pidana korporasi internasional
menunjukkan tren penekanan pada:

1. Penegakan tanggung jawab melalui institusi peradilan
nasional dan internasional.

2. Penguatan regulasi terkait tata kelola perusahaan

(corporate governance) dan kewajiban pelaporan.
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3. Penerapan sanksi tidak hanya berupa denda, tapi juga
pembatasan operasional, pencabutan hak, dan remediasi
atas kerugian sosial dan lingkungan.

C. Mekanisme Penuntutan terhadap Korporasi

Penuntutan terhadap korporasi sebagai subjek hukum
pidana memiliki kekhususan yang berbeda dengan penuntutan
terhadap individu. Korporasi tidak bisa ditangkap atau dipenjara,
sehingga mekanisme penuntutan bertujuan untuk menemukan
bentuk pertanggungjawaban hukum yang efektif dan
berdampak.

1. Subjek dan Obyek Penuntutan
Subjek Penuntutan: Secara hukum, korporasi diakui
sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban,
yang dapat menjadi tersangka dan terdakwa dalam
perkara pidana, terutama dalam kasus-kasus yang diatur
oleh undang-undang sektoral (misal tindak pidana
lingkungan, korupsi).

Obyek Penuntutan: Tindakan pidana yang dilakukan oleh
atau atas nama korporasi yang memenuhi unsur-unsur
tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

2. Proses Penyidikan dan Penyidikan Khusus
Penyidik harus memiliki bukti yang cukup bahwa korporasi
telah melakukan tindak pidana.

b. Penanganan kasus sering memerlukan ketelitian dalam
mengumpulkan bukti terkait peran manajemen, kebijakan
korporasi, dan implementasi operasional.

c. Dalam konteks korporasi, penyidikan dapat mencakup
audit keuangan, penyelidikan internal, serta pemeriksaan
dokumen korporasi.
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. Penuntutan dan Delegasi Kuasa

Jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk
menyusun dakwaan terhadap korporasi dan menetapkan
tuntutan.

Dalam praktik, penuntutan terhadap korporasi seringkali
melibatkan  penuntutan  terhadap individu-individu
tertentu dalam korporasi sebagai pelaku utama.

Tuntutan terhadap korporasi dapat berupa denda,
perintah penghentian kegiatan, atau sanksi administratif

lainnya.

D. Prosedur Pembuktian dalam Kasus Korporasi

Pembuktian terhadap tindakan pidana yang dilakukan

oleh korporasi memiliki tantangan tersendiri karena sifat

korporasi sebagai entitas kolektif.
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1.

a.

Pembuktian Tindakan Korporasi

Harus dibuktikan bahwa tindak pidana dilakukan atas
nama atau untuk kepentingan korporasi.

Bukti dapat berupa dokumen internal, kebijakan
perusahaan, keputusan rapat direksi, atau bukti elektronis.
Peran manajemen atau pegawai yang bertindak sebagai

perpanjangan tangan korporasi sangat menentukan.

. Unsur Kesalahan Korporasi

Dalam hukum pidana, unsur kesalahan (mens rea) harus
ada, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian.
Pada korporasi, kesalahan ini dapat diindikasikan dari
kebijakan perusahaan, pengawasan yang lalai, atau
instruksi yang diberikan oleh pimpinan korporasi.
Konsep "mens rea" kolektif sering digunakan untuk

menggambarkan kesalahan korporasi secara keseluruhan.
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3. Pembuktian Obyek dan Akibat

a. Bukti harus mengarah pada adanya akibat hukum yang
merugikan (kerugian materiil, kerusakan lingkungan,
korupsi) yang timbul dari tindakan korporasi.

b. Sering kali memerlukan ahli atau auditor independen

untuk menjelaskan dampak akibat tindak pidana tersebut.

E. Hambatan dan Solusi dalam Pembuktian

1. Hambatan Dalam Mengungkap Bukti

a. Kompleksitas struktur organisasi korporasi yang berlapis
dan tersebar.

b. Pengelolaan dokumen dan informasi yang rahasia dan
sulit diakses.

c. Perlawanan hukum oleh korporasi melalui kuasa
hukumnya.

2. Solusi dan Pendekatan
Pemanfaatan teknologi informasi dan forensik digital
dalam penyidikan.

b. Kerjasama dengan aparat penegak hukum internasional
jika korporasi berbentuk multinasional.

c. Pendekatan hukum yang inovatif, termasuk penerapan
doktrin vicarious liability (pertanggungjawaban tidak
langsung) dan strict liability dalam kasus tertentu.

F. Teori Pertanggungjawaban Korporasi

Untuk bagian ini, saya akan membahas berbagai teori yang
mendasari bagaimana sebuah korporasi dapat dimintai
pertanggungjawaban hukum.

1. Teori-Teori Utama

Ada beberapa teori utama yang dapat kita elaborasi:
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Teori  Respondeat  Superior  (Vicarious Liability):
Menjelaskan  pertanggungjawaban  korporasi  atas
tindakan karyawan atau agennya yang dilakukan dalam
ruang lingkup pekerjaan mereka. Kita bisa membahas
asal-usul teori ini, aplikasinya dalam hukum pidana dan
perdata, serta batasan-batasannya.

. Teori Identifikasi (Identification Theory): Menitikberatkan

pada identifikasi tindakan dan niat "otak dan jantung"
korporasi (manajemen senior atau direksi) sebagai
tindakan dan niat korporasi itu sendiri. Penting untuk
membahas siapa yang dianggap sebagai "otak dan
jantung" ini dalam berbagai yurisdiksi.

Teori Agregasi (Aggregation Theory): Menggabungkan
pengetahuan atau tindakan dari beberapa individu di
dalam korporasi yang mungkin tidak secara individual
memiliki niat atau pengetahuan untuk melakukan
kejahatan, namun secara kolektif dapat membentuk
kesalahan korporasi. Kita bisa mencari contoh kasus di

mana teori ini diterapkan.

. Teori Budaya Korporasi (Corporate Culture Theory/

Blameworthy Corporate Culture): Mempertanggung-
jawabkan korporasi karena sistem, kebijakan, atau budaya
internal yang mendorong atau mentolerir perilaku
melanggar hukum. Ini seringkali relevan dalam kasus-

kasus pelanggaran regulasi yang kompleks.

. Teori Kegagalan Mengawasi (Failure to Supervise/

Control): Korporasi bertanggung jawab karena gagal
menetapkan atau menegakkan prosedur yang memadai
untuk mencegah kejahatan.
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2. Bentuk-Bentuk Sanksi terhadap Korporasi

Bagian

ini akan merinci jenis-jenis sanksi yang dapat

dikenakan kepada korporasi.

a. Klasifikasi Sanksi

Kita bisa mengklasifikasikan sanksi berdasarkan sifat dan

tujuannya:

1)

a)

Sanksi Pidana:

Denda: Pembahasan mengenai besaran denda,
faktor-faktor yang memengaruhinya (keuntungan
yang diperoleh, kerugian yang ditimbulkan), dan
bagaimana denda dapat ditegakkan.

Perampasan  Keuntungan/Aset  (Disgorgement/
Forfeiture): Menyita keuntungan yang diperoleh dari
kegiatan ilegal.

Pembekuan atau Pencabutan Izin Usaha: Sanksi yang
sangat berdampak pada kelangsungan korporasi.
Pembubaran Korporasi: Sanksi paling berat, biasanya
untuk korporasi yang didirikan semata-mata untuk
tujuan ilegal atau yang melakukan kejahatan
sistematis.

Pengawasan Yudisial/Probasi Korporasi: Penunjukan
pengawas untuk memastikan korporasi mematuhi
aturan dan melakukan reformasi internal.

Perintah Restitusi/Kompensasi: Memaksa korporasi
untuk mengganti kerugian korban.

Sanksi Perdata:

Gugatan Ganti Rugi: Baik oleh individu, kelompok
(class action), maupun pemerintah.
Injunctions/Perintah Pengadilan: Memerintahkan
korporasi untuk melakukan atau tidak melakukan

sesuatu.
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3) Sanksi Administratif:

a) Denda Administratif: Dikenakan oleh badan regulasi.

b) Penghentian Sementara Kegiatan: Terkait dengan
pelanggaran regulasi spesifik.

c) Sanksi Reputasi: Misalnya, pencantuman dalam daftar
hitam (blacklist) atau publikasi putusan pengadilan
yang memberatkan.

d) Kewajiban Perbaikan (Remedial Orders): Korporasi
wajib mengambil langkah-langkah untuk
memperbaiki kerusakan atau mencegah pelanggaran

di masa mendatang.

3. Kelemahan dan Tantangan Penegakan

Bagian ini akan mengidentifikasi hambatan-hambatan

dalam menegakkan hukum terhadap korporasi.

a.

1)

a)

Tantangan Utama

Kita bisa membahas berbagai tantangan:

Kesulitan Pembuktian:

Sifat Kejahatan Korporasi yang Kompleks: Seringkali
melibatkan banyak pihak, transaksi berlapis, dan niat
yang tersebar.

Identifikasi  Niat/Mens Rea Korporasi: Bagaimana
membuktikan bahwa korporasi, sebagai entitas non-fisik,
memiliki niat jahat?

Ketersediaan  Bukti: Dokumen yang rumit, data

elektronik, dan saksi yang enggan bekerja sama.

Pengaruh Korporasi:
Kekuatan Ekonomi dan Politiks Korporasi besar dapat
memiliki sumber daya untuk membela diri secara agresif,

melobi, atau bahkan memengaruhi proses legislasi.
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2) "Terlalu Besar wuntuk Dipenjara" (Too Big to
Jail): Kekhawatiran bahwa menghukum korporasi tertentu
terlalu berat dapat menyebabkan dampak ekonomi yang
luas.

c. Kapasitas Penegak Hukum:

1) Keterbatasan Sumber Daya: Baik dari segi anggaran,
personel ahli (akuntan forensik, ahli IT), maupun teknologi.

2) Kurangnya Spesialisasi: Penegak hukum mungkin tidak
memiliki  pemahaman mendalam tentang struktur

korporasi, tata kelola, atau sektor industri tertentu.

d. Celah dan Keterbatasan Hukum:

1) Regulasiyang Belum Memadai: Hukum yang ada mungkin
tidak cukup canggih untuk menjangkau bentuk-bentuk
kejahatan korporasi yang baru atau kompleks.

2) Yurisdiksi Lintas Batas: Kesulitan dalam menegakkan
hukum terhadap korporasi multinasional atau kejahatan
yang melintasi yurisdiksi.

3) Implikasi Negatif (Collateral Consequences): Bagaimana
sanksi terhadap korporasi dapat berdampak pada
karyawan yang tidak bersalah, pemegang saham, atau

perekonomian secara keseluruhan.

Selain mengidentifikasi masalah, penting juga untuk
mengusulkan solusi atau rekomendasi untuk mengatasi
tantangan-tantangan ini. Misalnya, peningkatan kerjasama antar
lembaga, reformasi hukum, atau penguatan kapasitas sumber

daya manusia penegak hukum.
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KERANGKA HUKUM NASIONAL DAN
INTERNASIONAL DALAM PENANGANAN
KEJAHATAN KORPORAS

A. Kerangka Hukum Nasional Dan Internasional
1. KUHP dan UU Sektoral

Sejarah dan Asal-Usul KUHP Indonesia kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia saat ini

merupakan warisan hukum peninggalan kolonial Belanda, yang
dikenal dengan istilah Wetboek van Strafrecht voor
Nederlandsch-Indié. Kitab ini awalnya disusun pada masa
kolonial sebagai pedoman hukum pidana dalam wilayah Hindia
Belanda, yang pada masa itu mencakup wilayah Indonesia.
a. Latar Belakang Penyusunan Wetboek van Strafrecht voor
Nederlandsch-Indié

Pada awal abad ke-20, Belanda berupaya mengkodifikasi
hukum pidana untuk mengatur penggunaan kekuasaan dan
penegakan hukum di wilayah jajahan Hindia Belanda secara
sistematis dan formal. Sebelumnya, wilayah ini menggunakan
sistem hukum adat yang sangat bervariasi, yang menyebabkan

ketidakkonsistenan penegakan hukum.
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Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indié
diterbitkan pada tahun 1915, sebagai adaptasi dari KUHP
Belanda yang sudah ada dan disusun secara komprehensif
mencakup tindak pidana umum, aturan hukum pidana, dan
ketentuan lain yang mengatur proses peradilan pidana. Kitab ini
menjadi dasar hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda dan
memuat norma-norma serta sanksi pidana yang akan dijalankan
di wilayah tersebut.

b. Pengaruh Hukum Belanda dalam KUHP Indonesia

Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun
1945, Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indié tetap
berlaku sebagai hukum pidana yang mengatur tindak pidana di
Indonesia hingga saat ini, dengan berbagai penyesuaian
terhadap kebutuhan hukum nasional. Hal ini disebabkan oleh
beberapa faktor pragmatis, antara lain keterbatasan waktu untuk
menyusun hukum pidana baru secara menyeluruh dan kebutuhan
akan kepastian hukum yang stabil.

Pengaruh hukum Belanda ini terlihat dalam banyak aspek
KUHP Indonesia, terutama struktur pasal, sistematika ketentuan,
serta jenis-jenis tindak pidana dan sanksinya. Secara umum,
struktur KUHP yang terdiri atas tiga buku (aturan umum, tindak
pidana umum, dan tindak pidana khusus) dipertahankan
sebagaimana adanya ketika masih di bawah hukum kolonial
Belanda.

c. Adaptasi dan Penyesuaian KUHP untuk Kepentingan
Nasional

Seiring dengan perkembangan dan kedaulatan hukum
Indonesia, KUHP yang diwariskan ini kemudian mengalami
serangkaian revisi dan penyesuaian agar lebih sesuai dengan
nilai-nilai budaya, sosial, politik, dan hukum Indonesia.

Penyesuaian ini berfokus pada beberapa hal berikut:
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1) Bahasa dan Terminologi: KUHP yang awalnya
menggunakan istilah-istilah hukum Belanda
diterjemahkan dan disesuaikan ke dalam bahasa
Indonesia, dibarengi dengan perubahan istilah agar lebih
mudah dipahami oleh masyarakat dan aparat penegak
hukum nasional.

2) Nilai-nilai Keadilan Sosial dan Budaya: Beberapa pasal
yang dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan sosial
dan adat budaya Indonesia mengalami revisi atau
interpretasi ulang agar relevan dengan kondisi sosial
masyarakat Indonesia.

3) Penyesuaian  Kebijakan = Hukum  Nasional: KUHP
mengalami perubahan untuk selaras dengan kebijakan
dan prioritas nasional, seperti penegakan hukum yang
lebih tegas terhadap kejahatan korupsi, pelanggaran hak
asasi manusia, dan perlindungan lingkungan.

4) Penambahan Regulasi Sektoral: Selain KUHP, pemerintah
Indonesia mengeluarkan berbagai undang-undang
sektoral yang mengatur tindak pidana di bidang-bidang
khusus, sebagai pelengkap untuk memperkuat dan
menyesuaikan pengaturan hukum pidana yang lebih rinci
dan sesuai dengan perkembangan zaman.

a) Struktur dan Isi KUHP Indonesia
KUHP Indonesia terdiri dari tiga buku utama yang

menyusun pengaturan hukum pidana secara sistematis:
Buku I: Aturan Umum
Bagian ini mengatur prinsip-prinsip dasar hukum
pidana, termasuk definisi tindak pidana, unsur-unsur
kesalahan, serta pertanggungjawaban pidana. Bagian ini

juga menetapkan jenis-jenis sanksi pidana, seperti pidana
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pokok (penjara, denda, kurungan) dan pidana tambahan
(pencabutan hak, penyitaan, dsb).

Hal penting dalam Buku | adalah prinsip legalitas
(“"nullum crimen, nulla poena sine lege”), dimana
seseorang tidak dapat dihukum kecuali berdasarkan
undang-undang yang telah ada. Selain itu, diatur pula soal
tindakan yang tidak dapat dipidana, misalnya keadaan
memaksa (force majeure) atau pembelaan diri.

Buku II: Tindak Pidana Umum

Buku ini membahas jenis-jenis tindak pidana umum
yang sering terjadi dalam masyarakat, seperti pencurian,
pembunuhan, penganiayaan, penipuan, dan sebagainya.
Tiap tindak pidana diuraikan dengan unsur-unsur yang
harus terpenuhi untuk dapat dikenakan pidana, serta
ancaman hukuman yang berlaku.

Pengaturan dalam Buku Il ini masih banyak
mengikuti pola yang diwariskan dari hukum kolonial
Belanda, meskipun dalam praktiknya sering disesuikan
dengan interpretasi hukum nasional dan putusan
pengadilan.

Buku Ill: Tindak Pidana Khusus

Bagian ini mengatur tindak pidana yang
menyangkut urusan negara, seperti pengkhianatan,
kejahatan militer, serta tindak pidana yang berhubungan
dengan keamanan dan kedaulatan negara. Selain itu,
berbagai ketentuan tentang kejahatan terhadap

ketertiban umum dan hukum militer juga tercantum di sini.
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a) Peran KUHP dalam Sistem Hukum Indonesia

KUHP memiliki peran sentral dalam sistem hukum
pidana di Indonesia. Beberapa fungsi penting KUHP adalah
sebagai berikut:

1) Dasar Penegakan Hukum Pidana: KUHP menjadi
pedoman utama bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa,
hakim) dalam melakukan penyelidikan, penuntutan, dan
persidangan tindak pidana.

2) Pedoman Kebijakan dan Legislasi: KUHP digunakan
sebagai acuan pembuatan undang-undang baru di
bidang pidana dan peraturan pemerintah yang berkaitan
dengan hukum pidana.

3) Instrumen Perlindungan Hak Asasi Manusia: Dengan
prinsip-prinsip yang diatur dalam KUHP, seperti asas
legalitas dan perlindungan terhadap penyalahgunaan
kekuasaan, KUHP berperan menjaga hak asasi tersangka
dan terdakwa dalam proses hukum pidana.

4) Pengatur Sanksi dan Hukuman: KUHP menentukan jenis
dan batasan hukuman yang dapat dijatuhkan, memastikan
proporsionalitas dan kesetaraan dalam penerapan sanksi

pidana.

b) Kritik dan Tantangan dalam Penerapan KUHP

Walaupun KUHP telah menjadi fondasi hukum pidana
Indonesia selama puluhan tahun, terdapat sejumlah kritik dan
tantangan yang menuntut adanya reformasi dan pembaruan
KUHP, antara lain:
c) Kompleksitas dan Kolotnya Sebagian Norma

Sebagian pasal KUHP mengandung norma yang
dianggap kuno dan tidak sesuai dengan nilai-nilai modern

dan standar hak asasi manusia saat ini. Contohnya, beberapa
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pasal yang masih memuat sanksi pidana mati atau pasal yang
membatasi kebebasan berpendapat.
d) Ketidaksesuaian dengan Nilai dan Budaya Lokal

KUHP yang bersumber dari hukum Belanda memiliki
pola pikir dan nilai yang terkadang tidak sinkron dengan
tradisi, adat, dan norma masyarakat Indonesia yang beragam.
Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian dalam penerapan
hukum di berbagai daerah.
e) Terbatasnya Penyesuaian terhadap Isu-isu Modern

KUHP perlu diperbarui untuk mengakomodasi
perkembangan teknologi, kejahatan siber, perlindungan
lingkungan, serta kejahatan transnasional lainnya yang
semakin kompleks.
f) Proses Pembaruan yang Lambat

Proses legislasi untuk revisi KUHP sangat panjang dan
penuh dinamika politik, sehingga meskipun telah dilakukan
berbagai upaya pembaruan, tahap finalisasi KUHP baru masih

terus berjalan hingga kini.

g) Revisi dan Upaya Pembaruan KUHP di Indonesia
Pemerintah Indonesia bersama DPR telah melakukan

berbagai langkah untuk merevisi KUHP agar lebih sesuai

dengan kebutuhan hukum nasional yang dinamis dan

berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia serta

keadilan sosial.

h) Fokus Utama Pembaruan

a) Menghapus atau merevisi pasal-pasal yang bertentangan

dengan HAM dan kebebasan sipil.
b) Meningkatkan perlindungan terhadap korban kejahatan

dan korban tindak pidana seksual.
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c) Memperjelas prosedur hukum, termasuk hak-hak
tersangka dan terdakwa.

d) Mengakomodasi teknologi informasi dan kejahatan dunia
maya.

e) Menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum

untuk korporasi dan individu.

i) Tantangan dalam Revisi KUHP

Revisi KUHP membutuhkan harmonisasi antara
kepentingan berbagai pemangku kepentingan, termasuk
lembaga negara, akademisi, masyarakat sipil, dan komunitas
internasional. Hal ini menuntut dialog yang mendalam dan

kompromi agar KUHP baru dapat diterima secara luas.

2. Peraturan OJK, KPK, dan KLHK

Sejarah dan Latar Belakang OJK Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2011 yang bertujuan untuk mengawasi seluruh kegiatan di sektor
jasa keuangan secara terpadu dan independen. Pembentukan
OJK menggantikan peran Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan penggabungan berbagai
pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia
dan lembaga lain.

OJK berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem
keuangan, melindungi konsumen sektor jasa keuangan, serta
meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan di
Indonesia.

Kewenangan dan Fungsi OJK mempunyai kewenangan di
bidang pengawasan perbankan, pasar modal, dan industri jasa
keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, dan lembaga

pembiayaan.
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a) Fungsi utama OJK meliputi:
1) Mengatur dan mengawasi perusahaan-perusahaan di
sektor jasa keuangan.
2) Melakukan pengaturan kebijakan teknis melalui
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
3) Memberikan perlindungan kepada konsumen sektor
jasa keuangan.
4) Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang layanan
keuangan kepada masyarakat.
b) Jenis Peraturan OJK (POJK)

POJK  merupakan perangkat peraturan yang
dikeluarkan oleh OJK untuk mengatur tata kelola, pelaporan,
dan mekanisme operasi di sektor jasa keuangan. Contoh
penting adalah POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang
mengatur:

1) Transparansi produk dan jasa keuangan.

2)

3) Kewajiban pelaporan penyalahgunaan produk.
4)

Pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Perlindungan data dan informasi nasabah.

Studi Kasus: Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Contoh nyata penerapan POJK No. 12/POJK.01/2017

adalah dalam kasus penipuan produk investasi bodong di tahun-

tahun terakhir, di mana OJK melakukan tindakan pengawasan

ketat dan memberikan edukasi kepada publik agar berhati-hati

terhadap tawaran investasi tidak jelas.

OJK juga berperan dalam penanganan kasus pinjaman

online ilegal yang merugikan konsumen dan telah menutup

banyak aplikasi ilegal serta memperkuat regulasi bagi fintech

lending.
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1)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Sejarah dan Pembentukan KPK berdiri pada tahun
2002 melalui UU No. 30 Tahun 2002 sebagai lembaga
independen yang diberi kewenangan khusus untuk
memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.
Pembentukan KPK adalah langkah strategis dalam upaya
mengatasi tingkat korupsi yang tinggi yang dinilai

melemahkan perekonomian dan tatanan sosial-politik.

Kewenangan dan Tugas KPK
KPK memiliki kewenangan khusus yang lebih luas

dibanding aparat penegak hukum lainnya, di antaranya:

(1) Penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana
korupsi.

(2) Pencegahan korupsi melalui pengawasan kebijakan dan
regulasi.

(3) Koordinasi dengan lembaga penegak hukum lain.

(4) Melakukan supervisi terhadap penanganan perkara
korupsi.

Dasar Hukum Utama KPK

UU No. 30 Tahun 2002 menjadi landasan hukum utama
bagi KPK. Dalam UU ini diatur mekanisme kerja, kewenangan,
hingga struktur organisasi KPK sehingga dapat beroperasi
independen dan efektif.
Contoh Kasus Penanganan Korupsi oleh KPK

Salah satu kasus penting adalah penanganan dugaan

korupsi proyek infrastruktur yang melibatkan pejabat pemerintah

dan pengusaha besar. Kasus seperti ini menunjukkan bagaimana

KPK bekerja untuk mengungkap jaringan korupsi yang kompleks

dan memiliki dampak luas.
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Kasus korupsi pengadaan e-KTP juga menjadi sorotan
besar yang melibatkan beberapa politisi dan pejabat, di mana

KPK berhasil menuntut dan menghukum pelaku secara tegas.

c) Peran KPK dalam Pencegahan Korupsi
Selain penindakan, KPK juga aktif melakukan
kampanye anti-korupsi, edukasi masyarakat, dan membangun
sistem pencegahan yang efektif di lembaga pemerintahan
dan swasta.

2) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
Sejarah dan Fungsi KLHK merupakan kementerian yang
mengatur kebijakan dan pelaksanaan perlindungan lingkungan
hidup serta pengelolaan sumber daya alam kehutanan.
Perubahan struktur kementerian terjadi berulang kali hingga
KLHK berdiri sebagai satu kesatuan untuk meningkatkan fokus
dan efektifitas pengelolaan lingkungan dan kehutanan.
1) Kewenangan dan Peraturan KLHK
KLHK memiliki kewenangan mengeluarkan berbagai
peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri yang mengatur
tata kelola lingkungan. Salah satu peraturan penting adalah PP
No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang:
a) Mengatur prinsip kehati-hatian dalam penggunaan
sumber daya alam.
b) Mengatur mekanisme pengawasan dan penegakan
hukum terhadap pelanggaran lingkungan.
c) Memberi dasar hukum untuk sanksi administratif dan
pidana terhadap pelaku pencemaran.
2) Sanksi Pidana bagi Korporasi yang Melakukan Pencemaran

Lingkungan
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KLHK menetapkan sanksi pidana yang cukup berat bagi
korporasi yang terbukti mencemari lingkungan. Sanksi ini bisa
berupa denda besar, penghentian operasi, bahkan pembekuan
izin usaha.

3) Contoh Kasus Pencemaran Lingkungan

Kasus besar yang melibatkan pencemaran industri kelapa
sawit dan limbah plastik di laut yang menyebabkan kerusakan
ekosistem menjadi sorotan utama. KLHK berperan aktif dalam
menindak dan memproses korporasi yang melanggar aturan
lingkungan. Juga, KLHK ikut serta dalam penegakan hukum

terkait deforestasiilegal yang mengancam hutan tropis Indonesia.

B. Instrumen Hukum Internasional
1. Traktat (Perjanjian Internasional)

Traktat atau perjanjian internasional merupakan salah satu
sumber hukum internasional yang paling penting. Menurut Pasal
2(1)a) Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, traktat
didefinisikan sebagai perjanjian internasional yang dibuat secara
tertulis antara negara-negara dan diatur oleh hukum
internasional, baik yang tercantum dalam satu instrumen tunggal
maupun dalam dua atau lebih instrumen terkait. Fungsi utama
traktat adalah untuk mengatur hubungan antarnegara dalam
berbagai bidang seperti perdagangan, hak asasi manusia,
lingkungan, dan keamanan.

Traktat bersifat mengikat bagi negara-negara yang
meratifikasinya berdasarkan prinsip pacta sunt servanda
(perjanjian harus dipatuhi). Contoh penting adalah United
Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang diadopsi
PBB pada 2003. UNCAC merupakan instrumen global pertama
untuk memerangi korupsi secara komprehensif, mencakup

pencegahan, penegakan hukum, kerjasama internasional, dan
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pengembalian aset. Indonesia meratifikasi UNCAC melalui
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan
United Nations Convention Against Corruption, 2003. Ratifikasi
UNCAC oleh Indonesia membawa konsekuensi hukum penting.
Pasal 5 UU No. 7/2006 menyatakan bahwa konvensi ini mengikat
secara hukum dan harus dilaksanakan secara penuh. Hal ini
mendorong reformasi hukum nasional termasuk revisi UU Tipikor
dan penguatan lembaga anti-korupsi seperti KPK.

Implementasi UNCAC di Indonesia terlihat dari beberapa
pencapaian: 1. Penguatan kerangka hukum anti-korupsi melalui
revisi UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 2. Peningkatan
kerjasama internasional dalam penelusuran aset korupsi 3.
Pembentukan mekanisme pencegahan korupsi di sektor publik
dan swasta 4. Penguatan peran masyarakat dalam pengawasan
korupsi Namun tantangan implementasi tetap ada, terutama
dalam hal koordinasi antarlembaga dan pengembalian aset
korupsi yang disimpan di luar negeri. Kasus korupsi besar seperti
BLBI dan e-KTP menunjukkan kompleksitas penanganan korupsi

lintas yurisdiksi.

2. Kebiasaan Internasional

Kebiasaan internasional (customary international law)
merupakan sumber hukum internasional yang terbentuk dari
praktik negara-negara yang dilakukan secara konsisten dan
diikuti dengan keyakinan bahwa praktik tersebut merupakan
kewajiban hukum (opinio juris). Berbeda dengan traktat yang
bersifat tertulis, kebiasaan internasional bersifat tidak tertulis
tetapi sama mengikatnya. Prinsip fundamental dalam kebiasaan
internasional adalah pacta sunt servanda yang berarti "perjanjian
harus dipatuhi". Prinsip ini menjadi dasar mengikatnya perjanjian

internasional dan diakui dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969.
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Contoh penerapannya adalah ketika Indonesia mematuhi
putusan Mahkamah Internasional dalam sengketa Sipadan-
Ligitan meskipun tidak menguntungkan posisi Indonesia. Asas
penting lainnya adalah non-intervensi (non-intervention principle)
yang melarang negara untuk campur tangan dalam urusan
domestik negara lain. Asas ini tercantum dalam Pasal 2(7) Piagam
PBB dan menjadi dasar hubungan internasional modern.

Contoh penerapannya adalah sikap Indonesia yang
menolak intervensi asing dalam penanganan isu Papua.
Kebiasaan internasional memainkan peran penting dalam
mengisi kekosongan hukum ketika tidak ada traktat yang
mengatur. Contohnya adalah prinsip kehati-hatian (precautionary
principle) dalam hukum lingkungan yang awalnya merupakan
kebiasaan kemudian diadopsi dalam berbagai perjanjian
lingkungan. Penerapan kebiasaan internasional di Indonesia
diakui dalam Pasal 7 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional yang menyatakan bahwa kebiasaan internasional
yang telah diterima secara universal mengikat Indonesia. Namun
implementasinya seringkali memerlukan penyesuaian dengan

hukum nasional.

3. Putusan Pengadilan Internasional

Putusan pengadilan internasional merupakan salah satu
sumber hukum internasional meskipun bersifat sekunder.
Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ)
sebagai organ hukum utama PBB memiliki kewenangan memutus
sengketa antarnegara dan memberikan opini nasihat. Jenis
putusan pengadilan internasional meliputi: 1. Putusan sengketa
(contentious cases) - mengikat para pihak yang bersengketa 2.
Opini nasihat (advisory opinions) - tidak mengikat tetapi memiliki

otoritas moral 3. Putusan sela (provisional measures) - putusan
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sementara sebelum putusan akhir Contoh kasus penting adalah
sengketa Sipadan-Ligitan antara Indonesia dan Malaysia yang
diputus ICJ pada 2002. Kasus ini bermula dari klaim kedua negara
atas dua pulau kecil di Selat Makassar. ICJ memutuskan bahwa
Malaysia ~ memiliki  kedaulatan  berdasarkan  efektivitas
pengelolaan (effectivités) meskipun secara historis wilayah
tersebut bagian dari Kesultanan Bulungan.

Dampak putusan ini terhadap hukum Indonesia cukup
signifikan: 1. Indonesia merevisi kebijakan pengelolaan pulau-
pulau terluar 2. Diperkuatnya program pendataan dan
penguatan kehadiran di pulau terdepan 3. Lahirnya UU No. 43
Tahun 2008 tentang Wilayah Negara 4. Peningkatan patroli laut
di perbatasan Putusan pengadilan internasional meskipun
mengikat seringkali memerlukan implementasi melalui hukum
domestik. Indonesia mengakui putusan ICJ dalam Pasal 11 UU
No. 24 Tahun 2000 tetapi mekanisme implementasinya belum
diatur secara rinci. Hal ini menjadi tantangan dalam penegakan

putusan internasional di tingkat nasional.

4. Hukum Organisasi Internasional

Hukum organisasi internasional mencakup peraturan dan
keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi internasional seperti
PBB, WTO, dan ASEAN. Peraturan ini bersifat mengikat bagi
negara anggota sesuai dengan ketentuan pendirian organisasi
tersebut. Peran PBB dalam hukum internasional sangat sentral
melalui: 1. Majelis Umum - mengeluarkan resolusi yang meskipun
tidak mengikat memiliki pengaruh politik kuat 2. Dewan
Keamanan - dapat mengeluarkan resolusi mengikat di bawah Bab
VIl Piagam PBB 3. Mahkamah Internasional - memutus sengketa
antarnegara 4. Dewan HAM - memantau implementasi hukum
HAM internasional WTO (World Trade Organization) mengatur
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perdagangan internasional melalui perjanjian seperti GATT,
GATS, dan TRIPS. Keputusan Dispute Settlement Body (DSB)
WTO mengikat dan Indonesia telah terlibat dalam beberapa
sengketa dagang seperti kasus larangan ekspor nikel. ASEAN
sebagai organisasi regional memiliki peran penting bagi
Indonesia. Contoh peraturan penting adalah ASEAN Agreement
on Transboundary Haze Pollution (2002) yang mengatur
penanganan kabut asap lintas batas. Indonesia meratifikasi
perjanjian ini melalui UU No. 26 Tahun 2014.

Implementasi hukum organisasi internasional di Indonesia
memerlukan mekanisme transformasi atau adaptasi. Contohnya
adalah implementasi putusan WTO melalui Peraturan Menteri
Perdagangan atau implementasi konvensi ASEAN melalui
Perpres. Tantangan utamanya adalah menjaga keseimbangan

antara kewajiban internasional dan kepentingan nasional.

C. Harmonisasi Hukum Dalam Penanganan Kejahatan
Korporasi
Dokumen ini menjelaskan secara komprehensif tentang
harmonisasi hukum dalam penanganan kejahatan korporasi,
mencakup sinkronisasi nasional-internasional, penguatan sanksi,

kolaborasi lintas negara, dan tantangan implementasi.

1. Sinkronisasi Nasional dan Internasional
a. Pentingnya Harmonisasi Hukum
Harmonisasi hukum antara tingkat nasional dan
internasional menjadi kebutuhan mendesak di era globalisasi.
Kejahatan korporasi seringkali bersifat transnasional sehingga
memerlukan kerangka hukum yang terpadu. Harmonisasi
memastikan:

1) Keseragaman standar hukum antaryurisdiksi
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2) Pencegahan forum shopping oleh pelaku kejahatan

3) Efektivitas penegakan hukum lintas batas

b. Adopsi OECD Anti-Bribery Convention dalam UU TPPU
Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip OECD

Anti-Bribery Convention (1997) melalui Undang-Undang

Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Adopsi ini

mencakup:

1) Kriminalisasi penyuapan pejabat asing (Pasal 5 UU TPPU)

2) Penguatan mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan

3) Kerjasama internasional dalam investigasi keuangan

c. Alignment dengan FATF Recommendations
Financial Action Task Force (FATF) mengeluarkan 40
Rekomendasi untuk memerangi pencucian uang dan
pendanaan terorisme. Indonesia telah melakukan alignment
melalui:
a) Penerapan risk-based approach dalam pengawasan
keuangan
b) Penguatan customer due diligence oleh lembaga
keuangan

c) Penyempurnaan UU TPPU sesuai standar FATF

2. Penguatan Sanksi
a. Sanksi Pidana Tambahan
UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi memperkenalkan sanksi khusus untuk
korporasi:
1) Pembubaran korporasi (Pasal 20)
2) Pencabutan izin usaha

3) Pelarangan mendirikan badan usaha baru
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b. Denda Progresif

Sistem denda progresif diterapkan berdasarkan:
1) Tingkat kerugian negara
2) Frekuensi pelanggaran
3) Kapasitas ekonomi pelaku

Contoh: Dalam kasus korupsi proyek infrastruktur

2023, pengadilan menjatuhkan denda Rp 500 miliar yang
dihitung berdasarkan nilai proyek.
1.Kolaborasi Lintas Negara
a. Kerjasama Ekstradisi dan MLA

Mutual Legal Assistance (MLA) menjadi instrumen krusial

untuk:

1) Pertukaran informasi intelijen keuangan
2) Pembekuan aset hasil kejahatan

3) Penyitaan barang bukti digital

b. Kasus Indonesia-Singapura

Kerjasama dalam penanganan money laundering PT
Jiwasraya (2022):

1) Pembekuan rekening senilai $15 juta di Singapura

2) Ekstradisi 2 tersangka utama

3) Pengembalian aset senilai Rp 200 miliar

3. Tantangan Implementasi
a. Perbedaan Sistem Hukum
Perbedaan antara civil law (Indonesia) dan common law
menimbulkan tantangan:
1) Konsep pertanggungjawaban korporasi yang berbeda
2) Standar pembuktian yang tidak seragam

3) Mekanisme eksekusi putusan asing
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b. Kedaulatan Hukum Nasional

Penerapan hukum internasional harus mempertimbangkan:
1) Prinsip non-intervensi

2) Ketentuan konstitusi nasional

3) Kepentingan strategis negara

Contoh: Penolakan ekstradisi dalam kasus korupsi BUMN

karena pertimbangan kedaulatan.
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HARMONISASI HUKUM DALAM
PENANGANAN KEJAHATAN
KORPORAS

A. Harmonisasi hukum dalam penanganan kejahatan
korporasi
Dokumen ini menjelaskan secara komprehensif tentang
harmonisasi hukum dalam penanganan kejahatan korporasi,
mencakup sinkronisasi nasional-internasional, penguatan sanksi,
kolaborasi lintas negara, dan tantangan implementasi.
1. Sinkronisasi Nasional dan Internasional
a. Pentingnya Harmonisasi Hukum
Harmonisasi hukum antara tingkat nasional dan
internasional menjadi kebutuhan mendesak di era globalisasi.
Kejahatan korporasi seringkali bersifat transnasional sehingga
memerlukan kerangka hukum yang terpadu. Harmonisasi
memastikan:
1) Keseragaman standar hukum antaryurisdiksi
2) Pencegahan forum shopping oleh pelaku kejahatan

3) Efektivitas penegakan hukum lintas batas

b. Adopsi OECD Anti-Bribery Convention dalam UU TPPU
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Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip OECD
Anti-Bribery Convention (1997) melalui Undang-Undang
Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Adopsi ini
mencakup:

1) Kriminalisasi penyuapan pejabat asing (Pasal 5 UU
TPPU)

2) Penguatan mekanisme pelaporan transaksi
mencurigakan

3) Kerjasama internasional dalam investigasi keuangan

c. Alignment dengan FATF Recommendations
Financial Action Task Force (FATF) mengeluarkan 40
Rekomendasi untuk memerangi pencucian uang dan
pendanaan terorisme. Indonesia telah melakukan alignment
melalui:
1) Penerapan risk-based approach dalam
pengawasan keuangan
2) Penguatan customer due diligence oleh lembaga
keuangan
3) Penyempurnaan UU TPPU sesuai standar FATF

2. Penguatan Sanksi
a. Sanksi Pidana Tambahan
UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi memperkenalkan sanksi khusus untuk korporasi:
1) Pembubaran korporasi (Pasal 20)
2) Pencabutan izin usaha

3) Pelarangan mendirikan badan usaha baru

b. Denda Progresif

Sistem denda progresif diterapkan berdasarkan:
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1) Tingkat kerugian negara

2) Frekuensi pelanggaran

3) Kapasitas ekonomi pelaku

Contoh: Dalam kasus korupsi proyek infrastruktur 2023,
pengadilan menjatuhkan denda Rp 500 miliar yang
dihitung berdasarkan nilai proyek.

3. Kolaborasi Lintas Negara

a.

Kerjasama Ekstradisi dan MLA

Mutual Legal Assistance (MLA) menjadi instrumen krusial
untuk:

Pertukaran informasi intelijen keuangan

Pembekuan aset hasil kejahatan

Penyitaan barang bukti digital

Kasus Indonesia-Singapura

Kerjasama dalam penanganan money laundering PT
Jiwasraya (2022):

1)
2)
3)

Pembekuan rekening senilai $15 juta di Singapura
Ekstradisi 2 tersangka utama

Pengembalian aset senilai Rp 200 miliar

4. Tantangan Implementasi Kasus Kejahatan Lingkungan

oleh Perusahaan Tambang

1.

Latar Belakang Kasus

Perusahaan tambang memegang peranan penting
dalam perekonomian nasional melalui eksploitasi sumber
daya mineral. Namun, aktivitas penambangan sering
menimbulkan dampak negatif serius terhadap lingkungan
hidup, seperti pencemaran air, kerusakan hutan,

degradasi tanah, dan hilangnya keanekaragaman hayati.
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Kejahatan lingkungan oleh korporasi tambang terjadi
ketika perusahaan melanggar peraturan hukum yang
mengatur perlindungan dan konservasi lingkungan demi
memperoleh keuntungan ekonomi.

Contoh kejahatan ini antara lain pembuangan
limbah beracun tanpa pengolahan sesuai standar,
pembukaan lahan secara ilegal, penggunaan bahan kimia
berbahaya  yang  merusak  ekosistem,  hingga
penambangan yang merusak kawasan hutan lindung dan
kawasan konservasi.

Dampak Lingkungan dan Sosial
Dampak kejahatan lingkungan tambang dapat bersifat

jangka pendek dan jangka panjang, lokal maupun regional,

serta berimbas pada kesehatan masyarakat dan keberlanjutan

ekosistem. Contoh dampaknya meliputi:

a.
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Pencemaran air dan tanah:Limbah tambang vyang
mengandung logam berat dan bahan beracun mengalir
ke sungai dan tanah pertanian yang digunakan masyarakat
sekitar, mengancam kesehatan dan mata pencaharian
mereka.
Kerusakan hutan dan habitat: Pembukaan lahan tambang
menyebabkan hilangnya habitat flora dan fauna,
mempercepat erosi tanah dan menimbulkan banjir.
Konflik sosial: Kerugian lingkungan sering menimbulkan
konflik dengan masyarakat adat dan warga setempat yang
menggantungkan hidup pada lingkungan alam.
Kerangka Hukum yang Mengatur

Hukum lingkungan hidup di Indonesia cukup lengkap
untuk mengatur aktivitas tambang, antara lain:
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
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(PPLH): Mengatur tentang kewajiban AMDAL (Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan) dan sanksi pidana bagi
pelanggaran.

b. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba): Mengatur
tata cara perizinan dan pengelolaan kegiatan tambang
yang ramah lingkungan.

c. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya  dan
Beracun: Mengatur pengelolaan limbah tambang yang
aman dan bebas pencemaran.

d. Sanksi pidana dan administratif: Pasal-pasal dalam UU
PPLH dan UU Minerba memberikan hukuman pidana
denda dan penjara, serta pencabutan izin usaha tambang
bagi pelaku pelanggaran.

4. Contoh Kasus di Indonesia
Salah satu kasus besar yang mencuat di Indonesia adalah

pencemaran lingkungan oleh tambang emas di wilayah

Kalimantan dan Sulawesi, di mana penggunaan merkuri

secara ilegal menyebabkan pencemaran sungai dan

kerusakan ekosistem air tawar.

Selain itu, kasus tumpahan limbah tambang di Sungai
Citarum, Jawa Barat, yang mengakibatkan ribuan warga
terkena dampak pencemaran dan penyakit kulit, menjadi
sorotan nasional.

Kasus lain adalah perampasan ruang hidup masyarakat
adat di wilayah pertambangan yang mengakibatkan konflik
berkepanjangan dan tindakan kekerasan.

5. Analisis Yuridis dan Tantangan Penegakan Hukum
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Penanganan kejahatan lingkungan oleh perusahaan
tambang menghadapi sejumlah tantangan yuridis dan
praktis, antara lain:

Kepastian Hukum dan Penegakan: Kesulitan
membuktikan kesalahan perusahaan atas kerusakan
lingkungan yang kompleks serta lemahnya pengawasan
dan penegakan hukum menjadi kendala serius.

Korupsi dan Intervensi Politik: Praktik suap dan intervensi
politik sering kali menghambat proses hukum sehingga
perusahaan nakal masih bisa beroperasi tanpa sanksi
tegas.

Pengaturan yang Tumpang Tindih: Adanya beberapa
regulasi yang tumpang tindih atau tidak selaras
menyebabkan ketidakjelasan hak dan kewajiban pihak-
pihak terkait.

Kompensasi  bagi  Korban: Sulitnya  mendapatkan
kompensasi yang layak bagi masyarakat terdampak
karena minimnya akses hukum dan ketidaktahuan hak
mereka.

Pendekatan Restoratif: Selain hukuman pidana,
penegakan hukum juga mengedepankan pemulihan
lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Upaya Penguatan Harmonisasi Hukum dan Implementasi

Untuk mengatasi kejahatan lingkungan tambang,

harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum

internasional (seperti Konvensi Basel tentang pengelolaan

limbah berbahaya) sangat penting, termasuk:

a.
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Mengoptimalkan koordinasi antar lembaga negara terkait
seperti KLHK, Polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan.
Mengembangkan SDM aparat penegak hukum yang
paham dan kompeten di bidang lingkungan.
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c. Mendorong partisipasi masyarakat adat dan organisasi
lingkungan dalam pengawasan.

d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan
tambang.Memperkuat peraturan tentang sanksi pidana

dan administratif yang efektif dan preventif

B. Studi Kasus Kejahatan Korporasi: Kasus Manipulasi
Laporan Keuangan
Manipulasi laporan keuangan merupakan salah satu
bentuk kejahatan korporasi yang paling merugikan berbagai
pihak, mulai dari investor, pemerintah, hingga masyarakat umum.
Praktik ini dilakukan dengan cara memanipulasi data keuangan
perusahaan untuk menciptakan gambaran yang tidak akurat

tentang kondisi finansial perusahaan.

1. Latar Belakang Manipulasi Laporan Keuangan

Manipulasi laporan keuangan (financial statement fraud)
adalah tindakan sengaja yang dilakukan oleh perusahaan atau
individu dalam perusahaan untuk menyesatkan pembaca laporan
keuangan dengan cara mengubah, menghilangkan, atau
memberikan informasi yang tidak akurat. Tujuan utama dari
manipulasi ini biasanya untuk: - Meningkatkan nilai saham
perusahaan di pasar modal - Memenuhi target kinerja yang
ditetapkan - Menutupi kerugian atau kinerja buruk perusahaan -
Memperoleh pinjaman atau investasi dengan syarat yang lebih

menguntungkan

2. Metode Manipulasi Laporan Keuangan
Beberapa teknik manipulasi laporan keuangan yang
umum ditemui: a. Revenue Recognition Fraud: Mencatat

pendapatan lebih awal atau mengakui pendapatan fiktif b.
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Expense Manipulation: Menunda pencatatan biaya atau
mengkapitalisasi biaya yang seharusnya dibebankan c. Asset
Overvaluation: Melebih-lebihkan nilai aset atau mencatat aset
fiktif d. Liability Understatement: Menyembunyikan atau
mengurangi pencatatan kewajiban e. Related Party Transactions:
Transaksi dengan pihak terkait yang tidak diungkapkan secara
transparan

Contoh Kasus di Indonesia dan Internasional: Kasus PT
Kimia Farma (2003): Perusahaan farmasi ini melakukan manipulasi
laporan keuangan dengan menggelembungkan laba sebesar Rp
1,3 triliun untuk menarik investor. b. Kasus Enron (2001, AS): Salah
satu skandal akuntansi terbesar di dunia dengan kerugian
mencapai $74 miliar. Enron menggunakan Special Purpose
Entities (SPE) untuk menyembunyikan hutang. c. Kasus
Satyam Computer Services (2009, India): CEO mengaku
memalsukan laporan keuangan senilai $1,47 miliar dengan

menciptakan aset dan pendapatan fiktif.

3. Dampak Hukum dan Sosial

Dampak manipulasi laporan keuangan sangat luas: -
Kerugian finansial bagi investor dan kreditor

Penurunan kepercayaan terhadap pasar modal - PHK
massal karyawan ketika perusahaan bangkrut - Dampak sistemik
terhadap perekonomian nasional - Biaya hukum yang besar untuk

proses litigasi

4. Analisis Yuridis dan Tantangan Penegakan Hukum

Di Indonesia, manipulasi laporan keuangan diatur dalam:
-UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Pasal 90-95) - KUHP
(Pasal 264 tentang Pemalsuan Surat) - UU No. 40 Tahun 2007
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tentang Perseroan Terbatas Tantangan penegakan hukum: -
Kompleksitas transaksi keuangan modern - Keterbatasan SDM
regulator dalam mendeteksi kecurangan - Proses hukum yang
panjang dan biaya tinggi - Globalisasi bisnis yang menyulitkan
yurisdiksi hukum.

5. Rekomendasi dan Solusi

Untuk  mencegah  manipulasi laporan keuangan
diperlukan: - Penguatan sistem pengawasan oleh OJK dan BEI -
Penerapan good corporate governance yang ketat - Pendidikan
etika bisnis bagi eksekutif perusahaan - Perlindungan bagi
whistleblower - Peningkatan standar audit dan akuntansi
Ringkasan Utama:

Dokumen ini membahas secara mendalam kasus suap dan
korupsi yang dilakukan oleh korporasi multinasional, mengupas
latar belakang, modus operandi, contoh kasus nyata dari
berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, dampak hukum
serta sosial yang terjadi, serta analisis yuridis dan tantangan
dalam penegakan hukum.

a) Latar Belakang: Korporasi multinasional beroperasi lintas
negara dengan cakupan bisnis yang luas dan sumber daya
besar. Hal ini membuka peluang terjadinya praktik suap dan
korupsi sebagai cara untuk mengamankan kontrak,
mempercepat perizinan, dan menekan biaya, merugikan
negara dan masyarakat luas.

b) Modus Operandi Suap dan Korupsi:

1) Pemberian uang, hadiah, atau fasilitas kepada pejabat
pemerintah atau penguasa dalam rangka memenangkan
tender atau mendapatkan lisensi.

2) Manipulasi proses pengadaan barang dan jasa dengan

kolusi dan gratifikasi.
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c)

d)

6.

a)
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3) Pemanfaatan celah hukum dan kelemahan sistem
pengawasan di negara penerima investasi.

Contoh Kasus Nyata:

1) Skandal Petrobras (Brasil): Perusahaan minyak ini terlibat
suap raksasa untuk mendapatkan proyek infrastruktur,
melibatkan pejabat tinggi dan perusahaan multinasional
konstruksi.

2) Siemens AG (Jerman): Siemens membayar miliaran
denda di AS atas tuduhan suap dan praktik korupsi di
lebih dari 20 negara.

3) Odebrecht (Brasil): Konglomerat konstruksi yang
menyuap pejabat di banyak negara untuk memperoleh
kontrak besar, menimbulkan gelombang penyelidikan
internasional.

4) Kasus di Indonesia: Berbagai perusahaan multinasional
diketahui memberi suap kepada pejabat untuk
mempermudah perizinan, proyek, dan evasi pajak,
terutama di sektor pertambangan dan infrastruktur.

Dampak Hukum dan Sosial:

1) Merusak tata kelola pemerintahan dan mengurangi
kepercayaan publik dan investor.

2) Menimbulkan kerugian negara signifikan akibat
hilangnya potensi pajak dan alokasi proyek yang tidak
efisien.

3) Mendorong korupsi merajalela yang memperburuk
ketimpangan sosial dan merusak pembangunan
berkelanjutan.

Analisis Yuridis dan Tantangan Penegakan:

Penegakan hukum menghadapi hambatan seperti

perbedaan sistem hukum antarnegara, lemahnya kerjasama

internasional, dan resistensi politik.

Dian Eka Kusuma Wardani



b) Regulasi anti-korupsi dan praktik compliance di perusahaan
masih bervariasi.

c) KPK Indonesia dan lembaga regional/internasional terus
meningkatkan kerjasama dan mekanisme pelacakan aset
hasil korupsi.

d) Diperlukan harmonisasi hukum dan penguatan regulasi agar

korporasi dapat dipertanggungjawabkan lintas batas negara.

C. Analisis Yuridis dan Etis pada Kejahatan Korporasi

-
.

Pendahuluan

Kejahatan korporasi menjadi isu krusial dalam tata kelola
bisnis dan pemerintahan modern. Tidak hanya merugikan secara
ekonomi, kejahatan korporasi juga menimbulkan dampak sosial
yang luas. Oleh karena itu, analisis yuridis dan etis sangat penting
untuk memahami bagaimana hukum dan etika bisnis mengatur
perilaku korporasi serta bagaimana penerapannya dalam

mencegah dan menanggulangi kejahatan ini.

2. Aspek Yuridis: Kerangka Hukum dan Penegakan

a) Instrumen Hukum Nasional Di Indonesia, kejahatan korporasi
diatur dalam sejumlah aturan hukum seperti Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak
Pidana Korupsi, UU Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, serta UU Persaingan Usaha. Kerangka ini
memberikan dasar untuk menjerat korporasi dan pelaku
individu di dalam perusahaan atas tindak pidana yang
dilakukan.

b) Tanggung Jawab Korporasi Hukum pidana mulai
mengadopsi  konsep  pertanggungjawaban  korporasi
(corporate criminal liability), dimana korporasi sebagai badan

hukum dapat dikenai sanksi pidana, denda, dan pembatasan
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kegiatan usaha. Namun, penerapan ini menghadapi
tantangan pembuktian yang kompleks seperti keterlibatan
pimpinan, tingkat kesengajaan, dan bukti langsung.

Hukum Internasional dan Harmonisasi Kejahatan korporasi
multinasional memerlukan harmonisasi hukum internasional,
seperti melalui Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) dan
perjanjian perdagangan internasional. Penegakan hukum
lintas negara menjadi kunci agar pelaku tidak lepas dari jerat
hukum dengan mengandalkan perbedaan sistem hukum.
Hambatan dan Tantangan Penegakan Hukum Penegakan
hukum menghadapi berbagai hambatan seperti korupsi di
lembaga penegak hukum, jurispudensi yang belum
konsisten, perbedaan sistem hukum antarnegara, serta
keterbatasan kapasitas dan sumber daya aparat penegak

hukum.

Aspek Etis: Norma, Prinsip, dan Tanggung Jawab Sosial
Korporasi

Prinsip Etika Bisnis Prinsip kejujuran, transparansi, keadilan,
akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial menjadi dasar etika
korporasi dalam menjalankan bisnis. Setiap tindak kejahatan
korporasi jelas bertentangan dengan prinsip ini dan
menjatuhkan reputasi perusahaan.

Corporate Social Responsibility (CSR) CSR bukan hanya
kewajiban hukum tetapi juga kewajiban moral korporasi
untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan
lingkungan. Pelanggaran etika bisnis dan tindak kejahatan
jelas menunjukkan kegagalan dalam melaksanakan CSR
secara sejati.

Dilema Etis dan Budaya Organisasi Dalam praktik, sering

muncul dilema etis, misalnya ketika tekanan untuk mencapai
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target keuntungan membuat karyawan dan manajemen
memilih jalur korupsi. Budaya organisasi yang buruk dan
minimnya kesadaran etika memperbesar risiko terjadinya

pelanggaran.

Implikasi Yuridis dan Etis

Reputasi dan Kepercayaan Kejahatan korporasi merusak
reputasi perusahaan yang berdampak pada hilangnya
kepercayaan konsumen, mitra bisnis, dan masyarakat luas,
yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian finansial
jangka panjang.

Sanksi Hukum dan Denda Hukum memberikan sanksi pidana
maupun administratif seperti denda, pembekuan izin usaha,
hingga pencabutan izin yang dapat mengganggu
kelangsungan bisnis.

Tanggung Jawab Moral kepada Masyarakat Korporasi harus
mengakui bahwa tindakannya memiliki dampak luas
terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan. Pelanggaran
etika menimbulkan kerusakan yang sulit diperbaiki, menuntut

adanya mekanisme pemulihan dan pencegahan lebih kuat.

Studi Kasus dan Evaluasi

Studi kasus skandal besar di berbagai negara menunjukkan
kegagalan penerapan aturan hukum dan etika di berbagai
lapisan perusahaan.

Perlu evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan
internal, audit etika, dan kepatuhan hukum (compliance
programs).

Penguatan whistleblower protection harus dilakukan agar
praktik korupsi dan pelanggaran etika dapat terungkap lebih
dini.
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Rekomendasi dan Upaya Penguatan

Perbaikan Regulasi dan Harmonisasi Hukum Menyetarakan
regulasi nasional dengan standar internasional serta
memperkuat mekanisme kerjasama lintas negara dalam
penegakan hukum.

Penguatan Etika Korporasi Membangun budaya perusahaan
yang mengedepankan etika dan integritas sebagai bagian
dari strategi bisnis. Pelatihan etika dan penguatan
kepemimpinan yang bermoral.

Pengawasan dan Transparansi Meningkatkan peran lembaga
pengawas, audit internal maupun eksternal secara
independen, dan transparansi pelaporan keuangan dan
sosial.

Partisipasi  Aktif Stakeholders Peran serta karyawan,
masyarakat, media, dan LSM dalam mengawasi dan

mendorong akuntabilitas korporasi
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PENEGAKAN HUKUM DAN PERAN
LEMBAGA

A. Kepolisian: Penjaga Hukum dan Ketertiban
1. Fungsi Preventif

Kepolisian memiliki peran utama dalam mencegah
terjadinya tindak pidana, yang diwujudkan melalui berbagai
strategi dan program. Fungsi preventif ini bertujuan untuk
menciptakan lingkungan yang aman dan tertib sebelum tindak
kriminal terjadi.
a. Patroli Rutin

Patroli rutin adalah salah satu bentuk pengawasan aktif
yang dilakukan oleh kepolisian untuk menciptakan rasa aman di
masyarakat. Patroli ini bisa dilakukan dengan berjalan kaki,
menggunakan kendaraan bermotor, atau bahkan melalui
teknologi seperti kamera pengawas (CCTV).

1) Efek Jera: Kehadiran polisi di lokasi-lokasi rawan kriminal
dapat mengurangi niat pelaku untuk melakukan
kejahatan.

2) Respon Cepat: Patroli memungkinkan polisi untuk
merespon cepat jika terjadiinsiden, seperti pencurian atau
kekerasan.

Kejahatan Korpora: 121



3) Contoh Program: Di Indonesia, program Police Goes to
School melibatkan patroli rutin di sekitar sekolah untuk

mencegah tindak kekerasan atau peredaran narkoba.

b. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum adalah upaya kepolisian untuk
membangun kesadaran hukum di masyarakat. Kegiatan ini sering
dilakukan melalui seminar, workshop, atau sosialisasi langsung di
komunitas.

Tema Penyuluhan:

1) Bahaya narkoba dan dampaknya bagi generasi muda.

2) Pentingnya mematuhi aturan lalu lintas untuk mengurangi
kecelakaan.

3) Hak dan kewajiban warga negara dalam proses hukum.

Metode Interaktif: Kepolisian sering menggunakan metode

interaktif seperti diskusi kelompok atau simulasi untuk
memastikan pesan tersampaikan dengan efektif.
c. Community Policing

Program Community Policing melibatkan masyarakat
secara langsung dalam upaya menjaga keamanan lingkungan.

1) Kemitraan dengan Masyarakat: Polisi bekerja sama
dengan tokoh masyarakat, RT/RW, atau kelompok
pemuda untuk mengidentifikasi masalah keamanan lokal.

2) Contoh Sukses: Di beberapa daerah,
program Siskamling (Sistem  Keamanan  Lingkungan)
berhasil mengurangi angka pencurian karena partisipasi
aktif warga.

2. Fungsi Represif
Ketika tindak pidana sudah terjadi, kepolisian bertindak
sebagai penegak hukum pertama untuk menghentikan

pelanggaran dan memproses pelaku sesuai hukum.
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a. Penyidikan

Penyidikan adalah proses mengumpulkan bukti dan fakta
untuk mengungkap suatu tindak pidana.

Tahapan Penyidikan:

1. Penerimaan Laporan: Masyarakat dapat melapor ke polisi
melalui pos polisi, telepon, atau aplikasi seperti Polisi
Mobile.

2. Pemeriksaan Awal: Polisi memverifikasi kebenaran
laporan sebelum memutuskan untuk memulai penyidikan.

3. Pengumpulan Bukti: Termasuk pemeriksaan TKP,
wawancara saksi, dan analisis forensik.

b. Penangkapan dan Penahanan
Jika bukti kuat menunjukkan seseorang sebagai
tersangka, polisi dapat melakukan penangkapan.

1) Prosedur Penangkapan:

a) Harus disertai surat perintah penangkapan (kecuali
dalam keadaan flagran delicto).
b) Tersangka berhak didampingi pengacara.
2) Penahanan:
a) Maksimal 1x24 jam untuk pemeriksaan awal.
b) Dapat diperpanjang dengan surat perintah
penahanan dari penyidik.
c. Kasus Nyata
Contoh kasus yang menunjukkan fungsi represif
kepolisian adalah penanganan pencurian dengan kekerasan.
Polisi akan mengamankan pelaku, mengamankan barang bukti
(seperti senjata atau barang curian), dan mempersiapkan berkas
untuk diserahkan ke kejaksaan.
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3. Fungsi Edukatif

Selain menegakkan hukum, kepolisian juga berperan

sebagai pendidik masyarakat tentang pentingnya kepatuhan

hukum.

a. Program Polisi Sahabat Anak

Program ini bertujuan untuk mendekatkan polisi dengan anak-

anak sekaligus memberikan edukasi.

1)

2)

Kegiatan:
Kunjungan ke sekolah untuk mengajarkan tata tertib lalu
lintas.

Sosialisasi bahaya bullying dan kekerasan.

b. Kampanye Media Sosial

Kepolisian memanfaatkan platform digital seperti

Instagram atau YouTube untuk menyebarkan informasi

hukum.

Contoh Konten:
e Video pendek tentang bahaya hoaks dan UU ITE.

e Infografis langkah-langkah melapor kejahatan.

c. Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan

Kepolisian bekerja sama dengan sekolah atau universitas

untuk memasukkan materi hukum dalam kurikulum.

Poin Tambahan untuk Pengembangan

1)
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Tantangan:

Keterbatasan sumber daya (misalnya, jumlah polisi yang
tidak sebanding dengan luas wilayah).

Isu korupsi di tubuh kepolisian.

Solusi:

Peningkatan anggaran untuk pelatihan dan teknologi.

Pengawasan internal yang lebih ketat.
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B. Pengawasan Penuntutan

Kejaksaan memegang peran kritis dalam sistem peradilan

sebagai penentu apakah suatu kasus layak diajukan ke

pengadilan. Proses ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap

bukti yang dikumpulkan oleh kepolisian serta pertimbangan

hukum untuk memastikan keadilan.

1.

Evaluasi Bukti
Sebelum memutuskan untuk melanjutkan penuntutan,
kejaksaan harus memastikan bahwa bukti yang diserahkan
oleh kepolisian memenuhi standar hukum yang berlaku.
Kriteria Bukti yang Valid:

a) AlatBukti: Harus sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, meliputi
keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan
terdakwa.

b) Keterkaitan Bukti: Bukti harus secara logis mendukung
dakwaan yang diajukan.

c) Keabsahan Prosedur: Proses pengumpulan bukti harus
sesuai denan prosedur hukum (misalnya, tidak melalui
penyiksaan atau tekanan).

Contoh Kasus:

d) Dalam kasus korupsi, kejaksaan mengevaluasi
laporan keuangan, rekaman transaksi, dan
kesaksian saksi untuk memastikan ada prima
facie (bukti awal yang cukup).

2. Praperadilan

Praperadilan adalah  mekanisme hukum yang
bertujuan mencegah kesalahan penuntutan sebelum kasus
dibawa ke pengadilan.

1) Fungsi Praperadilan:

a) Memeriksa sah atau tidaknya penangkapan,

penahanan, atau penghentian penyidikan.
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b) Menghindari malicious  prosecution (penuntutan
yang tidak berdasar).
2) Prosedur:
a) Terdakwa atau kuasa hukumnya dapat mengajukan
permohonan praperadilan ke pengadilan negeri.
b) Hakim akan memutuskan apakah penuntutan
dapat dilanjutkan atau dihentikan.
3. Diskresi Kejaksaan
Kejaksaan memiliki kewenangan diskresi untuk
menghentikan penuntutan (deponering) jika kasus dianggap
tidak layak.
1) Alasan Deponering:
a) Tidak cukup bukti.
b) Pelaku telah berdamai dengan korban (misalnya,
dalam kasus perdata tertentu).
c) Pertimbangan kepentingan umum.
1. Eksekusi Putusan Pengadilan
Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum
tetap, kejaksaan bertanggung jawab untuk melaksanakan
eksekusi. Ini mencakup pelaksanaan hukuman pidana seperti
denda, penjara, atau bahkan hukuman mati.
a. Proses Eksekusi Pidana Penjara
Kejaksaan  bekerja sama  dengan lembaga
pemasyarakatan (Lapas) untuk memastikan terpidana
menjalani hukuman sesuai putusan.
1) Tahapan Eksekusi:
a) Penerimaan Putusan: Kejaksaan menerima salinan
putusan dari pengadilan.
b) Penyerahan Terpidana: Kejaksaan menyerahkan

terpidana ke Lapas dengan surat perintah eksekusi.

126 Dian Eka Kusuma Wardani



c) Pemantauan: Kejaksaan ~memantau kondisi

terpidana selama masa hukuman.

2) Contoh Kasus:
Dalam kasus narkoba, kejaksaan ~memastikan
terpidana menjalani rehabilitasi jika diatur dalam putusan.
b. Eksekusi Pidana Denda
Kejaksaan mengawasi pembayaran denda oleh terpidana
atau keluarganya.
Mekanisme:
1) Denda dibayarkan ke kas negara melalui bank yang
ditunjuk.
2) Jika dendatidak dibayar, dapat dikonversi menjadi pidana
pengganti (kurungan).
c. Eksekusi Putusan Perdata
Selain pidana, kejaksaan juga terlibat dalam eksekusi
putusan perdata, seperti pengosongan tanah atau
pembayaran ganti rugi.
1) Peran Kejaksaan:
Memastikan putusan dijalankan secara paksa jika
diperlukan (dengan bantuan polisi). Melakukan
penyitaan aset untuk memenuhi ganti rugi.
1. Tantangan dan Solusi dalam Peran Kejaksaan
a. Tantangan
1. Intervensi Politik: Tekanan dari pihak tertentu untuk
menghentikan atau memprioritaskan kasus tertentu.
2. Keterbatasan Sumber Daya: Jumlah jaksa tidak sebanding
dengan banyaknya kasus yang harus ditangani.
3. Korupsi Internal: Praktik suap atau nepotisme dalam
penanganan kasus.
b. Solusi
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1. Penguatan Independensi:

a) Membentuk pengawasan internal
(seperti Inspectorate General) untuk memantau
kinerja jaksa.

b) Melindungi jaksa dari intervensi eksternal melalui
payung hukum yang kuat.

2. Digitalisasi Proses:

a) Menggunakan sistem informasi untuk
mempercepat evaluasi bukti dan manajemen
kasus.

3. Peningkatan Kapasitas:

a) Pelatihan reguler untuk jaksa tentang hukum

pidana, perdata, dan HAM.
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